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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) atas kecelakaan yang terjadi pada saat mengangkut 

penumpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang 

bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah 

data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang 

diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber data yang digunakan adalah 

sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan sumber 

data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan 

studi kepustakaan, teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Hasil 

penelitian dan pembahasan adalah bahwa tanggung jawab keperdataan yang 

dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam prakteknya masih kurang jelas 

di dalam Peraturan Perundang-Undanganya dan juga ruang lingkup di dalam 

perjanjian dengan pihak Asuransi. 

Kata Kunci: pengangkutan, kereta api, tanggung jawab, kecelakaan, asuransi 
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ABSTRACT 

Research aims to understand responsibility private law PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) of the accident that occurred in in transporting passengers. This 

research in a research law empirical that is descriptive with a qualitative 

approach. The kind of data that used is primary data obtained live from the site of 

research and secondary data obtained from the literature, for the source of the 

data used is the source of primary data obtained directly from a source first and 

secondary data obtained from the law primary, secondary, and tertiary. 

Technique the collection of primary data by interviews and second- ary data to 

the study literature, technique data analysis with a model analysis interactive. The 

result of research and discussion is that the responsibility of PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) in practice is unclear in legislation and in the scope of 

agreement with the insurance. 

Keywords: transporting , train , responsibility , accident , insurance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang 

ke atas alat angkut, penumpang atau barang diangkut ke tempat tujuan dengan 

bantuan perusahaan angkutan, dan penumpang atau barang diturunkan dari 

kendaraan di tempat tujuan yang telah disepakati.
1
 

Tugas dan peran pengemudi sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat dan mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, sosial budaya 

maupun hukum. Dalam industri transportasi, perspektif hukum berperan 

dalam hal hak, tugas dan tanggung jawab serta asuransi jika terjadi 

kecelakaan.
2
 

Kereta api adalah moda transportasi yang memiliki karakteristik dan 

keunggulan khusus, terutama kemampuannya untuk mengangkut barang. 

Atau orang atau penumpang atau barang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, 

transportasi kereta api memainkan peran penting. Namun, tidak bisa 

dipungkiri bahwa ada risiko kehilangan penumpang atau kiriman. 

Dalam bidang pengangkutan terdapat hak dan kewajiban antara 

pengangkut dan pengirim. Hubungan timbal balik antara pengemudi dan 

pengirim muncul sebagai akibat dari tindakan, peristiwa atau keadaan proses 

                                                           
1
 Sutiono Usman Aji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, cetak pertama, Rineka Cipta, 

Jakarta, 1990, hlm.120. 
2
 Ibid, hlm.21. 
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pengangkutan. Tanggung jawab utama pengangkut adalah menjamin 

keselamatan penumpang atau barang yang diangkut sampai tiba di tempat 

tujuan yang telah disepakati, dan pengangkut juga berhak atas biaya 

pengangkutan yang telah disepakati. Dalam hal ini, penumpang juga harus 

membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat 

dengan pihak pengangkut. Aturan transportasi diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3
 

Transportasi dapat dibedakan menjadi tiga (tiga) moda transportasi, 

yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi 

darat dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua (dua) jenis, yaitu transportasi 

mobil (jalan raya) dan transportasi kereta api. Kita tahu bahwa kebanyakan 

orang menggunakan jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang 

menyediakan layanan transportasi darat dengan kereta api. Menurut Undang-

Undang Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUKA 

2007), kereta api adalah suatu instalasi perkeretaapian yang beroperasi sendiri 

atau bersama perangkat perkeretaapian lainnya dengan tenaga penggerak, 

masuk atau sedang bergerak pada rel yang terhubung dengan kereta api 

tersandung, api.
4
 

Mengingat pentingnya perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan 

pokok masyarakat, maka angkutan dan angkutan perkeretaapian harus 

diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dan mampu 

                                                           
3
 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2005. Hlm 1 
4
 Abdulkadir muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga. 2008, bandung. PT Citra Aditya 

Bakti. Hlm 4 
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mewujudkan ketersediaan pelayanan angkutan yang sesuai dengan tingkat 

kebutuhan angkutan. dan pelayanan transportasi yang teratur, aman, nyaman, 

cepat, akurat, teratur, lancar dan terjangkau daya beli penumpang. Mengingat 

pentingnya dan peran strategis angkutan kereta api dan angkutan yang 

menentukan hajat hidup orang banyak, maka angkutan dikelola oleh negara, 

yang pada gilirannya dikelola oleh pemerintah.
5
 Penyelenggaraan lalu lintas 

dan angkutan kereta api harus terus dilaksanakan dan terus ditingkatkan 

sehingga dapat memberikan jangkauan dan pelayanan yang luas kepada 

penumpang, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan 

penumpang, kelestarian lingkungan dan koordinasi yang sebaik mungkin. 

dalam hal-hal yang terkait antara otoritas dan instansi pusat dan daerah, 

industri dan unsur-unsurnya, serta dalam menciptakan keamanan dan 

ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

perkeretaapian, serta dalam rangka penyelenggaraan sistem transportasi 

nasional yang handal dan terpadu. 

Pilihan transportasi dengan bus untuk orang dan truk untuk barang 

dirasa kurang memadai. Oleh karena itu, transportasi kereta api memainkan 

peran penting. Namun, kemungkinan membahayakan keselamatan 

penumpang tidak bisa dipungkiri. Kecelakaan yang berkaitan dengan 

transportasi tidak lepas dari kecelakaan saat berkendara. Jenis kecelakaan 

yang umum terjadi adalah tabrakan kereta api dan tabrakan dengan kendaraan 

                                                           
5
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara, Cipta Aditya Bakti, 

Bandung, 2004. Hlm 24 
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di jalan raya (perlintasan sebidang), terguling atau tergulingnya gerbong dan 

kecelakaan. akibat banjir dan tanah longsor.
6
 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan kereta api dapat dianggap 

perdata, yang secara langsung berdampak pada penumpang yang memiliki 

kontrak dengan perusahaan angkutan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara 

pengangkut dan penumpang, dimana pengangkut dan penumpang mendapat 

jaminan kepastian hukum tentang status hukumnya serta hak dan 

kewajibannya jika terjadi kecelakaan dalam pengangkutan yang 

mengakibatkan kerugian pada penumpang. . Bentuk Kewajiban PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam UUKA 2007 bentuk tanggung 

jawab adalah pemberian santunan dan biaya pengobatan bagi pengguna yang 

luka atau santunan bagi pengguna yang meninggal dunia.
7
 

Sedangkan tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian 

terhadap pengguna jasa angkutan Kereta Api menurut UUKA 2007, diatur 

dalam Bab XI angkutan bagian ke dua pengangkutan orang dengan Kereta 

Api Pasal 130 ayat (3), Pasal 133 ayat (1) butir a, b, dan c, Pasal 136 ayat (1) 

butir c dan d, Pasal 137 ayat (1) UUKA, dinyatakan sebagai berikut : 

Pasal 130 ayat (3), Pengangkutan orang dengan menggunakan 

gerbong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan 

keselamatan dan fasilitas minimal. 

                                                           
6
 Ibid, hlm.15 

7
 Republik Indonesia, UUKA 2007, tentang Perkeretaapian 
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Pasal 133 ayat (1), Ketika mengatur angkutan penumpang dengan 

kereta api, pemilik fasilitas kereta api harus : 

a. Mengutamakan keselamatan orang 

b. Pengutamaan pelayanan publik 

c. Menjaga kelangsungan pelayanan pada trayek yang telah 

ditentukan 

Menurut Pasal 136 (1), pemilik sistem perkeretaapian memiliki 

kewenangan sebagai berikut dalam penyelenggaraan angkutan 

penumpang : 

c. Disiplin pengguna kereta api atau anggota masyarakat yang 

mengganggu pelayanan kereta api 

d. melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap orang-orang 

yang dapat mengganggu lalu lintas kereta api 

Pasal 137 (1): Pelayanan angkutan penumpang harus memenuhi 

standar pelayanan minimal. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa dalam 

penyelenggaraan pengangkutan orang melalui Kereta Api, pengangkut 

berkewajiban mengangkut orang/penumpang dari suatu tempat ke tempat 

pengangkut (selanjutnya disingkat PT.KAI (Persero)). Penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian di PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII (Delapan) Surabaya. 

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

judul. 

“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KERETA API INDONESIA 

(PERSERO) TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG DITINJAU 
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DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG 

PERKERETAAPIAN (STUDI DAERAH OPERASI VIII SURABAYA)” 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan 

yang diteliti dan untuk mempermudah agar lebih terarah dan mendalam 

sesuai sasaran yang ditentukan, maka Tanggung jawab hukum dari PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai keselamatan pada penumpang 

Kereta Api merupakan permasalahan utama, sehingga dari permasalahan 

utama tersebut diperinci dengan pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya terhadap keselamatan 

penumpang ? 

2. Bagaimanakah penyelesaian pemberian ganti rugi oleh PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya kepada penumpang 

terhadap resiko yang timbul dalam penyelengaraan pengangkutan 

Kereta Api? 

C. Tujuan Penelitian 

Semua penelitian pasti memiliki tujuan, karena “penelitian merupakan 

bagian integral dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih 

memperdalam kehidupan dan menjadi sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan, baik secara teoretis maupun praktis” 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Tanggung Jawab Perdata PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

untuk keselamatan penumpang. 
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2. Menganalisis bagaimana penerapan kompensasi kompensasi PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) demi keselamatan penumpang apabila 

terjadi korban jiwa akibat pelanggaran lalu lintas kereta api. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Aspek penting didalam kegiatan penelitian adalah menyangkut 

manfaat suatu penelitian memiliki nilai apabila peneliti tersebut memberi 

manfaat dan berguna. Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan 

yurisprudensi lebih lanjut dan gagasan untuk memperluas referensi hukum 

khususnya di bidang perundang-undangan keselamatan penumpang dalam hal 

terjadi kerusakan akibat pelanggaran lalu lintas. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu jika suatu saat dihadapkan 

dengan kasus yang serupa yang berkaitan dengan keselamatan penumpang, 

jika mengalami kerugian akibat terjadinya pelanggaran angkutan kereta api, 

sehingga dapat dimengerti mengenai pengaturan-pengaturan yang terdapat di 

dalamnya, sehingga diharapkan akan bertemu jalan keluar untuk 

menyelesaikan masalah yang terkait dengan hal tersebut. 

E. Kajian Pustaka 

1. Kajian Umum Pengertian PT. Kereta Api 

Pengertian istilah “kereta api” dalam Pasal 1(2) UU Perkeretaapian 

No. 23 Tahun 2007 menjelaskan: “Perkeretaapian adalah peralatan 
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perkeretaapian yang digerakkan oleh tenaga penggerak, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan peralatan perkeretaapian lainnya, dan yang bergerak 

atau bergerak.” Saat ini, kereta api yang terhubung dengan transportasi kereta 

api sedang bergerak. 

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 

menjelaskan bahwa pengertian perkeretaapian adalah sebagai berikut: 

"Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, 

sarana dan personel, serta standar, kriteria, persyaratan, dan tata cara 

penyelenggaraan angkutan kereta api ". 

Definisi "kereta api" Aturan Dinas 19 menyatakan bahwa "kereta api 

adalah kendaraan penarik yang dioperasikan dalam perjalanan kereta api, baik 

kereta api sedang diangkut maupun tidak”.
8
 

Kereta api merupakan kendaraan berupa kendaraan yang mempunyai 

tenaga penggerak dan berjalan baik sendiri maupun bersama dengan 

kendaraan lain yang bergerak atau bergerak di atas rel. Kereta api adalah 

angkutan massal, biasanya terdiri dari lokomotif (kendaraan self-propelled) 

dan rangkaian kereta api atau gerbong (terhubung dengan kendaraan lain). 

Kereta atau gerbong tersebut berdimensi relatif lebar untuk menampung 

penumpang dan barang dalam skala besar.
9
 

2. Kajian Pertanggungjawaban Perdata 

                                                           
8
 PT. Kereta Api Indonesia, Peraturan Dinas 19 Jilid I, II, III, dan IV, Kantor Pusat 

Bandung, 2001, hlm. 19 
9
 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kereta_api, diakses pada tanggal 25 November 2011 

pukul 19.30 WIB 
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a. Pengertian pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Arti kata 

tanggung jawab adalah “keadaan anda harus menanggung semuanya (kalau 

terjadi sesuatu bisa disalahkan, dipersalahkan, dituntut, dan lain-lain)”.
10

 

Menurut Kamus Hukum, “Tanggung jawab adalah kebutuhan 

seseorang untuk memenuhi dengan tepat apa yang menjadi kewajibannya”.
11

 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Tanggung jawab berasal 

dari kata responsibility, yang berarti keadaan wajib menanggung segala 

sesuatu (bila ada sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, digugat, dan 

sebagainya)”.
12

 

b. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Perdata 

Pertanggungjawaban perdata adalah untuk menentukan apakah 

seseorang dapat atau dapat digugat. Pertanggungjawaban perdata sehubungan 

dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 

1365 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata: “Setiap perbuatan yang 

melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan 

orang yang mengakui kerugian karena kesalahannya untuk membayar ganti 

kerugian”. 

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena 
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kesalahannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain. 

Ada tiga kategori perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perbuatan melawan hukum yang disengaja 

2. Perbuatan melawan hukum tanpa pemberitahuan (tanpa 

kesengajaan atau kelalaian) 

3. Perbuatan Kelalaian yang Melawan Hukum.
13

 

Maka model tanggung jawab hukum terlihat seperti ini: 

1. Tanggung jawab atas kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) 

menurut pasal 1365 KUHPerdata. 

2. Tanggung jawab atas kesalahan menurut pasal 1366 KUHPerdata. 

3. Tanggung jawab tidak bersalah (tanpa penyerahan) menurut pasal 

1367 KUHPerdata.
14

 

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan 

tidak disengaja atau karena lalai “(alpa, lengah, tidak mengindahkan)”. Hal 

tersebut diatur dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

sebagai berikut ”Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian 

yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. 

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 

dan 1366 KUH Perdata adalah tanggung jawab melawan hukum secara 
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langsung, disebut juga dengan tanggung jawab melawan hukum tidak 

langsung. 

Suatu perbuatan dapat dikatakan haram jika memenuhi lima unsur, 

yaitu: 

1. Adanya suatu perbuatan 

Ada dua jenis tindakan, yaitu positif (aktif) dan negatif (pasif). 

Tindakan positif adalah tindakan yang benar-benar dilakukan, sedangkan 

tindakan negatif adalah tindakan yang tidak benar-benar dilakukan. Dengan 

demikian, tidak ada kontrak atau kesepakatan melawan tindakan ilegal, juga 

tidak ada kausalitas yang tersirat dalam kontrak yang diperbolehkan. 

2. Perbuatan itu harus melawan hukum 

Tindakan itu harus ilegal. Sejak tahun 1919 tindak pidana telah 

didefinisikan dalam arti yang seluas-luasnya, antara lain: 

a. Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku 

b. Perbuatan yang melanggar hak yang dijamin oleh hukum orang 

lain 

c. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pencipta 

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan 

e. Bertindak bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat 

untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 

Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila melanggar hak 

orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang sehingga 

melanggar hukum (onrechtmatig) sama dengan melanggar hukum 

(onwetmatig). 

Teori relativitas (teori norma perlindungan) menjelaskan bahwa 
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tindakan konstitusional dan dengan demikian ilegal membuat pelaku 

bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakan tersebut 

jika tujuan dari norma yang dilanggar adalah untuk melindungi korban.
15

 

3. Perbuatan itu harus mengakibatkan kerugian 

Adanya kerugian pada korban juga menjadi prasyarat untuk 

melakukan gugatan menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Berbeda dengan 

kerusakan akibat kelalaian yang hanya mencatat kerugian materi, fikih juga 

mengenal konsep kerugian non materi yang juga dinilai dengan uang. 

Dalam pasal ganti rugi kelalaian, kerugian mencakup tiga unsur yaitu 

biaya (cost), kerugian aktual dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Uang 

dijadikan patokan. Dalam kontrak ganti rugi, unsur kerusakan dan penilaian 

moneter dapat diterapkan secara analog. Oleh karena itu, perhitungan ganti 

rugi atas perbuatan salah didasarkan pada kemungkinan adanya ketiga faktor 

tersebut, dan kerugian dihitung dengan uang.
16

 

 

 

4. Perbuatan itu harus dilakukan dengan salah 

Agar pelaku wanprestasi beralih ke pelaku wanprestasi KUH Perdata 

§ 1365, hukum dan yurisprudensi mensyaratkan bahwa pelaku wanprestasi 

harus mengandung kesalahan ketika melakukan kejahatan. Dengan 
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16
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dimasukkannya kekeliruan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka 

pembuat undang-undang ingin menegaskan bahwa pelaku perbuatan melawan 

hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepadanya 

apabila ia dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut. 

Suatu gugatan cacat hukum dan karenanya dapat dibenarkan secara 

hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Ada unsur niat 

b. Ada pelanggaran kelalaian (bersalah) 

c. Tidak ada pembenaran atau alasan untuk pengampunan, seperti 

pembelaan diri, kegilaan, dan lain-lain. 

Dalam konsep hukum perdata, seseorang dianggap bersalah apabila 

dapat bertobat karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan 

yang seharusnya dihindari. Perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan 

tidak dibedakan dengan dihitung atau tidaknya. Dimungkinkan untuk 

menghitung apa yang dapat diukur secara objektif. Dengan kata lain, orang 

normal dapat menghitung dalam situasi ini apakah suatu tindakan harus 

diambil atau tidak. Apa yang dapat dihitung juga harus dapat diukur secara 

subyektif. Artinya, seseorang yang berada dalam posisi tersebut dapat secara 

akurat menghitung apakah suatu tindakan harus dilakukan atau tidak. Selain 

pengukuran obyektif dan subyektif, penciptanya harus bertanggung jawab 

(responsible). Artinya, orang yang melakukannya sudah dewasa, sehat dan 

tidak dalam perwalian.
17
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5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian 

yang ditimbulkan 

Hubungan sebab akibat antara tindakan yang diambil dan kerusakan 

yang ditimbulkan juga merupakan prasyarat untuk kegiatan ilegal. Kerugian 

yang diakibatkannya harus merupakan akibat dari perbuatan orang tersebut. 

Jadi jika Anda tidak mengirimkannya, tidak ada konsekuensi dan akhirnya 

tidak ada kerugian. 

Untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan penyebab 

kerugian, maka harus mengacu pada teori Von Kries tentang tekanan pajak 

yang cukup. Menurut teori ini, suatu sebab dipandang sebagai suatu tindakan 

yang berdasarkan pengalaman normal manusia, secara wajar dapat 

diperkirakan akan menimbulkan suatu akibat, dalam hal ini akibatnya adalah 

kerugian. Oleh karena itu harus ada hubungan langsung (causal link) antara 

perbuatan dan kerugian yang diakibatkannya.
18

 

Seperti halnya dalam hukum pidana, dalam hukum perdata juga 

terdapat persoalan yang menghilangkan sifat melawan hukum (alasan 

pembenaran). Dalam hukum perdata, ada empat alasan yang sering dijadikan 

alasan, yaitu: 

1. Keadaan terpaksa (overmacht). 

Apakah ada paksaan atau dorongan eksternal yang tidak dapat 

dihindari? Superioritas bisa bersifat absolut atau relatif. 

Overmacht dapat bersifat mutlak (absolut) atau relatif mutlak apabila 

seseorang terpaksa melakukan suatu perbuatan yang biasanya merupakan 
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perbuatan melawan hukum, sedangkan dikatakan relatif ketika seseorang 

melakukan perbuatan melawan hukum karena suatu keadaan terpaksa 

melakukan perbuatan itu dari pada kepentingannya sendiri di bawah yang 

sangat tinggi mengorbankan risiko.
19

 

2. Pertahanan Darurat atau Paksa (noodweer). 

Dalam pembelaan paksa, seseorang melakukan tindakan paksa untuk 

membela dirinya sendiri atau orang lain, kehormatannya, atau propertinya 

dari serangan tiba-tiba yang melanggar hukum. Jika ia dipaksa melakukan 

perbuatan melawan hukum dalam pembelaannya, sifat perbuatan melawan 

hukum itu hilang. Untuk menentukan bahwa suatu tindakan adalah 

pembelaan diri, tindakan itu harus diserang (serangan itu ilegal) dan 

pembelaan diri tidak boleh melewati batas. 

3. Untuk melaksanakan ketentuan hukum 

Suatu perbuatan tidak sah jika dilakukan sesuai dengan hukum. 

Namun suatu perbuatan yang berdasarkan pada kewenangan hukum atau 

undang-undang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila 

kewenangan hukum tersebut disalahgunakan. 

4. Melaksanakan perintah dari atasan 

Peirbuatan seiseiorang yang me ilaksanakan peiri intah peijabat yang 

beirweinang bukanlah pe irbuatan meilawan hukum. Peiri intah atasan hanya 

beirlaku seibagai i alasan bagi i orang yang me ilaksanakan peiri intah te irseibut. Iitu 

ti idak meinceigah bahwa pe imeiri intah atau otori itas yang meingeiluarkan pe iri intah 
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meilanggar hukum. Dalam prakti iknya, peinalaran i ini i tiidak beigi itu peinti ing, 

kareina peinguasa yang di igugat bi iasanya bukan peigawai i yang me injalankan 

peiri intah peinguasa. 

Wiirjono Projodi ikoro meingomeintari i fakta yang me ingeisampi ingkan 

si ifat peilanggaran hukum dalam pe irbuatannya.  

Hal-hal yang me inghi ilangkan je ini is peilanggaran dalam ke igi iatannya, 

tanpa meimandang einti itas dan status peilaku keigi iatan meilawan hukum, adalah. 

(1) Hak pri ivasi i 

(2) Peirtahanan di iri i (noodweieir); 

(3) Keiadaan meindeisak (oveirmacht).
20

 

Peilanggaran hukum peirdata ti idak hanya meincakup peilanggaran 

hukum, teitapi i juga peilanggaran hukum te irhadap hukum ti idak te irtuli is yang 

meingatur masyarakat. Pe ilanggaran hak subje ikti if orang lai in dan pe ilanggaran 

keiwaji iban hukum me irupakan peilanggaran (mutlak) te irhadap hak yang 

di iliindungi i undang-undang. Seibali iknya, ji ika beirteintangan deingan ke isusi ilaan 

dan keipatutan, maka i itu meirupakan peilanggaran teirhadap hukum (re ilati if) 

yang ti idak teirtuli is. 

3. Peninjauan kembali kontrak pengangkutan kereta api penumpang  

a. Definisi Kontrak Transportasi 

Kontrak transportasi i meirupakan aspeik peinti ing keiti ika me ingatur 

transportasi i. Keiwaji iban peingangkut pada mulanya di iatur deingan kontrak, 

kareina keiwaji iban teirseibut meirupakan hasi il keiseipakatan para pi ihak. Deifi ini isi i 
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umum kontrak di iatur dalam bagi ian peirtama Bab 2 Pasal 1313 KUH Pe irdata, 

yai itu: 

Suatu kontrak adalah “suatu pe irbuatan deingan mana satu orang atau 

leibi ih me ingi ikatkan di iri i teirhadap satu atau le ibi ih orang lai in”. Me inurut 

subjeik, kontrak adalah "suatu pe iri isti iwa di i mana satu orang me imbuat 

janji i keipada orang lai in, atau di i mana dua orang me imbuat janji i satu sama 

laiin”.
21

 

“Suatu hubungan harta be inda yang sah antara dua pi ihak, di imana salah 

satu pi ihak beirjanji i atau di ianggap meilakukan atau ti idak meilakukan se isuatu, 

seidangkan pi ihak laiin beirhak meinuntut di ipeinuhi inya janji i i itu.”
22

 

Seiti iap orang be ibas meimbuat kontrak apapun, bai ik yang di iatur oleih 

undang-undang maupun ti idak. Namun, keibeibasan di ibatasii oleih tiiga hal: ti idak 

di ilarang oleih undang-undang, ti idak beirteintangan deingan keiteirti iban umum, 

dan ti idak beirteintangan deingan morali itas (asas keibeibasan beirkontrak).
23

 

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Pe irdata di iseibutkan bahwa “Seimua kontrak 

yang di ibuat se icara sah tunduk pada hukum orang yang me imbuat kontrak”. 

Meinurut pasal te irseibut, para pi ihak harus me impeirhati ikan i isi i peirjanji ian 

yang di ibuat. Kareina beigi itu para pi ihak me inyeipakati i suatu hal te irteintu, 

peirjanji ian i itu me ingi ikat. Dan seijak saat i itu tiimbul hubungan hukum antara 

para pi ihak yang be irkontrak. Keiseipakatan yang di ibuat oleih para pi ihak harus 

meimeinuhi i keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang be irlaku, khususnya 

Pasal 1320 Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata. 

Adapun peirsyaratan yang harus di ipeinuhi i adalah seibagai i beiri ikut : 
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i. Adanya keiseipakatan di iantara para pi ihak meingeinai i apapun 

yang di ipeirjanji ikan di iantara para pi ihak. 

ii. Keicakapan; yang me imbuat peirjanji ian harus me impunyai i 

keicakapan untuk meilakukan peirbuatan hukum. 

iii. Hal teirteintu, yai itu bahwa se iti iap peirjanji ian harus me impunyai i 

objeik peirjanji iannya. 

iv. Kausa yang halal be irarti i tujuan darii peirjanji ian i itu harus halal 

atau ti idak beirteintangan deingan hukum.
24

 

Angkutan adalah pe ingangkutan barang dan orang dari i teimpat asal ke i 

teimpat tujuan. Proseis transportasi i adalah peirpi indahan darii teimpat asal, 

di imana keigi iatan transportasi i di imulai i, meinuju tujuan, di imana keigi iatan 

transportasi i beirakhi ir.
25

 

Darii sudut pandang hukum pe irdata, hukum transportasi i adalah 

seipeirangkat ke iteintuan kodi ifi ikasi i i inteirnal dan eiksteirnal (hukum peirdata dan 

hukum dagang) be irdasarkan hubungan hukum dan di itujukan untuk me ingatur 

hubungan hukum yang ti imbul darii keibutuhan untuk meingangkut barang 

dan/atau orang dari i satu . teimpat kei teimpat lai in untuk meilakukan kontrak dari i 

kontrak apa pun, teirmasuk kontrak untuk peinyeidi iaan peirantara transportasi i.
26

 

Hukum lalu li intas meirupakan subdi ivi isi i darii hukum dagang (corporate i 

law), yang me irupakan bagi ian darii hukum peirdata. Dalam pe ingeirti ian 

normati if-hukum, hukum pe irdata meirupakan subsi isteim darii tatanan hukum 

nasi ional. Hukum lalu li intas deingan deimi iki ian meirupakan bagi ian darii 
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subsi isteim si isteim hukum nasi ional. Asas si isteim hukum nasi ional juga asas 

hukum lalu liintas.
27

 

Hukum lalu liintas seilalu beirupa peiraturan dan peirjanji ian hukum, yang 

di ibuktiikan deingan dokumein teirtuli is. Beintuk teirtuliisnya seilalu beirupa 

peiraturan-peiraturan yang meimandu peiri ilaku orang-orang yang 

beirkeipeinti ingan de ingan lalu li intas. Seilai in aturan teirtuli is, ada pula aturan ti idak 

teirtuli is dalam transportasi i beirupa adat i isti iadat yang di ii ikuti i oleih para pi ihak 

kareina prakti is dan adi il untuk meincapai i tujuan peingangkutan. “Kontrak 

peingangkutan adalah kontrak di i mana satu pi ihak seituju untuk meimbawa 

orang atau barang de ingan aman dari i satu teimpat kei teimpat laiin dan pi ihak laiin 

meimbayar bi iaya peirjalanan teirseibut”.
28

 

Peinutupan kontrak peingangkutan di idahului i oleih seirangkai ian 

peinawaran dan pe ineiri imaan, yang di ibuat beirsama oleih peingangkut dan 

peingi iri im/peinumpang. Ti idak ada peingaturan ri inci i teintang rangkai ian ti indakan 

i ini i dalam undang-undang, hanya peinye ibutan "peingambi ilan wasi iat" adalah 

salah satu komponein Pasal 1320 KUH Peirdata.
29

 

Meinurut Soeicardono, kontrak peingangkutan i itu beirbunyi i: 

Kontrak ti imbal bali ik di i mana peingangkut beirjanji i untuk me ingatur 

peingangkutan barang dan / atau orang ke i tujuan teirteintu, seimeintara 

pi ihak lai in (peingi iri im-peineiri ima; peingi iri im atau peineiri ima; peinumpang) 

waji ib meimbayar biiaya teirteintu untuk peimbayaran transportasi i.
30

 

Meiski ipun kontrak teirseibut pada dasarnya te ircakup dalam pasal-pasal 

hukum kontrak dari i KUH Peirdata Jeirman (BW), undang-undang te irseibut 
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meimbeiri ikan beirbagai i peiraturan khusus untuk ke ipeinti ingan umum yang 

meimbatasi i keibeibasan untuk meinyi impulkan kontrak transportasi i, yai itu. 

meimbeibankan beirbagai i keiwaji iban. Peingeimudi i. Kontrak peingangkutan 

meimuat asas-asas yang me injadii dasar hukum peingangkutan dan be irlaku seirta 

beirmanfaat bagi i para pi ihak. Abdulkadi ir Muhammad me imbagi i priinsi ip 

teirseibut meinjadi i dua bagi ian, yai itu: 

1) Yang beirsiifat umum 

2) Yang beirsiifat peirdata.
31

 

Ad.1. Priinsi ip hukum angkutan umum 

Undang-undang Lalu Li intas di idasarkan pada asas-asas umum yang 

beirlaku dan beirmanfaat bagi i seimua pi ihak, yai itu Priinsiip-pri insi ip i ini i teirmasuk 

antara laiin : 

a) Asas manfaat 

Seiti iap alat transportasi i harus dapat me imbeiri ikan manfaat se ibeisar-

beisarnya bagi i umat manusi ia, meini ingkatkan keiseijahteiraan rakyat, dan 

meimbeiri ikan keihi idupan yang seii imbang bagi i warga neigara. 

b) Asas Usaha beirsama dan keikeiluargaan 

Usaha angkutan di ilakukan untuk me iwujudkan ci ita-ci ita dan ci ita-ci ita 

bangsa, seidangkan ke igi iatannya dapat di ilakukan pada seimua lapi isan 

masyarakat dan ada se imangat keikeiluargaan.. 

c) Asas Adiil dan meirata 

Transportasi i harus mampu me imbeiri ikan peilayanan yang adi il dan 

meirata keipada se iluruh lapi isan masyarakat de ingan harga yang te irjangkau ole ih 

masyarakat. 
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d) Asas Keiseii imbangan 

Peinyeileinggaraan transportasi i harus beirada dalam keiseii imbangan yang 

seirasi i antara sarana dan prasarana, ke ipeinti ingan peingguna dan pe inye idi ia jasa, 

keipeinti ingan i indi ivi idu dan masyarakat, se irta keipeinti ingan nasi ional dan 

i inteirnasi ional. 

e) Asas Keipeinti ingan umum 

Saat me inye ileinggarakan transportasi i, fokusnya harus pada manfaat 

layanan publi ik bagi i masyarakat umum. 

f) Asas Keiteirpaduan 

Transportasi i harus meirupakan satu keisatuan yang koheirein, teirpadu, 

sali ing meindukung dan me ileingkapi i, bai ik di i dalam maupun di i antara moda 

transportasi i. 

g) Asas Keisadaran hukum 

Peimeiri intah beirkeiwaji iban meinjaga dan me injami in keipasti ian hukum 

dan meiwaji ibkan seiti iap warga neigara Iindoneisi ia untuk seilalu meingeitahuii dan 

meimatuhi i hukum dalam meilakukan transportasi i. 

h) Asas Peircaya pada di iri i seindi iri i 

Transportasi i harus di idasarkan pada ke ipeircayaan pada ke imampuan 

dan keikuatan seindi iri i dan pada i ideinti itas nasi ional seiseiorang. 

i) Asas Keiseilamatan peinumpang 

Asuransi i keiceilakaan di ipeirlukan untuk transportasi i peinumpang. 

Ad. 2. Asas hukum peingangkutan yang be irsiifat peirdata 

Asas-asas hukum peirdata meirupakan asas hukum angkut, yang hanya 

beirlaku dan meinguntungkan ke idua beilah pi ihak yai itu peingangkut dan pe inumpang 

atau peingi iri im barang. Pri insi ip-pri insi ip i inii teirmasuk antara laiin : 
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a) Konseinsual 

Ti idak di ipeirlukan formuli ir teirtuli is untuk peingangkutan, pe irseitujuan 

para pi ihak sudah cukup. Namun, untuk me ineitapkan bahwa suatu kontrak 

teilah di ibuat atau sudah ada, harus di ibukti ikan atau di ibukti ikan deingan 

dokumein peingangkutan. 

b) Koordi inati if 

Piihak transportasi i adalah sama atau se itara, ti idak ada pi ihak yang 

meinang atau me indomi inasi i yang lai in. Meiski ipun peingangkut me inyeidi iakan 

layanan dan me imeinuhi i peisanan peinumpang/pe ingi iri im, peingangkut ti idak 

beirada di i bawah peinumpang/peingi iri im. Tugasnya adalah jaksa. 

c) Campuran 

Peingangkutan me irupakan campuran dari i ti iga jeini is akad, yai itu 

peimbeiri ian surat kuasa, pe inyi impanan barang dan pe ilaksanaan peikeirjaan darii 

peingi iri im keipada peingangkut. Keiteintuan keiti iga jeini is kontrak i ini i beirlaku 

untuk peingangkutan, keicuali i di inyatakan lai in dalam kontrak peingangkutan. 

d) Reiteinsi i 

Transportasi i ti idak meinggunakan hak pe inyi impanan. Peinggunaan hak 

meini imbun beirteintangan deingan maksud dan tujuan pe ingangkutan. 

Peingangkut hanya be irkeiwaji iban untuk me inyi impan barang-barang i itu atas 

beiban peimi ili ik. 

e) Peimbuktiian deingan dokume in 

Seiti iap peingangkutan seilalu di idokumeintasiikan deingan dokume in 

peingangkutan. Ti idak ada dokumein angkutan be irartii ti idak ada kontrak 
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angkutan keicuali i meitodei yang di iteiri ima seicara umum, mi isalnya angkutan 

kota (Angkot) tanpa ti ikeit. Ada peirbeidaan peindapat teintang si ifat hukum dari i 

kontrak peingangkutan. Iitu adalah: 

a. Siifat hukum darii kontrak peingangkutan adalah layanan se imeintara. 

Peindapat i ini i di ianut oleih Polak, Moleinggraaff, Volmar dan 

Soeikardono seituju. Bagi ian 1601 dari i Hukum Peirdata Jeirman 

beirlaku untuk kontrak keirja seimeintara i ini i. 

b. Siifat hukum peirjanji ian peingangkutan adalah pe irjanji ian 

peimborongan. 

Keiteintuan i ini i di iatur dalam Pasal 1601 (b) Ki itab Undang-Undang 

Hukum Peirdata, yang beirbunyi i: “Peirjanji ian keirja adalah suatu 

peirjanji ian deingan mana satu pi ihak, si i kontraktor, me inyanggupi i 

untuk me ilakukan peikeirjaan untuk pi ihak laiin, si i peimbeiri i seiwa, 

deingan mana i ia meineiri ima seijumlah hadi iah”. 

c. Siifat peirjanji ian peingangkutan adalah campuran.  

Iini i adalah campuran kontrak ke irja (peimeili iharaan ruti in dan kontrak 

peinyi impanan (beiwaargeivi ing)). 

b. Pengertian Penumpang (Passanger) 

Kata "peinumpang" beirasal dari i "tumpang". Dalam kamus umum 

bahasa Iindoneisi ia, musafi ir beirartii orang yang me ilakukan peirjalanan (peisawat, 

keireita api i, mobi il, kapal, dan laiin-lai in) untuk peinumpang (bukan untuk 

peingangkutan barang). Me impeirbai iki i keindaraan beirarti i meineimukan, 

meileitakkan seisuatu pada seisuatu.
32
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Darii sudut pandang kontrak pe ingangkutan, peinumpang adalah orang 

yang meinyanggupi i untuk meinanggung bi iaya peingangkutan orang yang 

di iangkut. Dalam hal i ini i, teirseidi ia dua ruang untuk peinumpang, yai itu: 

i. Seibagai i subye ik hukum peingangkutan, kareina di ia adalah pi ihak 

dalam peirjanji ian peingangkutan. 

ii. Seibagai i obyeik hukum peingangkutan, kareina di ia adalah muatan 

yang di iangkut.  

Adapun kri iteiri ia peinumpang antara lai in : 

a. Seiseiorang yang keidudukannya me irupakan pi ihak dalam kontrak 

peingangkutan. 

b. Bi iaya transportasi i harus diibayar. 

c. Peinumpang meimi ili iki i dokumein peingangkutan. Seipeirtii ti ikeit dll. 

Peinumpang harus me imatuhi i syarat-syarat kontrak dalam Pasal 1320 KUH 

Peirdata, yai itu: 

1. Di iseitujui i oleih meireika yang me ilakukan 

2. keimampuan untuk meimbuat komi itmein 

3. Hal khusus 

4. Alasan Hukum 

Untuk peinumpang di i bawah umur yai itu anak-anak. Anda dapat 

meimbuat kontrak transportasi i seisuaii deingan keibi iasaan seiteimpat. Dalam 

pandangan publi ik, i itu teirgantung pada tujuan dan maksud lalu li intas. Muriid 

meilakukan peirjalanan kei tujuan meireika deingan transportasi i umum atau bus 

kota, contohnya meireika ti iba deingan seilamat di i seikolah atau rumah.
33

 

c. Pengertian perjanjian pengangkutan melalui kereta api 
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Peirjanji ian angkutan peinumpang teintang peinti ingnya pe inumpang 

dalam lalu li intas keireita api i dapat teirdiiri i darii: 

1 Satu orang 

2 Leibi ih darii satu orang
34

 

Ad. 1. Satu orang 

Untuk peinumpang keireita api i, tari if angkutan yang be irlaku saat i ini i 

beirlaku untuk satu orang, bai ik deiwasa maupun anak-anak, deingan peirbeidaan 

deiwasa meimbayar harga pe inuh dan anak-anak meimbayar seiteingah harga. 

Jumlah harga te irgantung pada keilas keireita yang beirjalan dii atasnya. 

Ad. 2. Leibi ih darii satu orang 

Peingeirtiian “leibi ih darii satu orang” dalam angkutan pe inumpang 

sangatlah luas. Namun syarat dan tari if transportasi i (STP) beirlaku untuk 

rombongan, turi is, anggota kongreis, mahasi iswa asi ing. Untuk Anda (leibi ih darii 

satu peinumpang) dari i PT. Tariif khusus mungki in beirlaku untuk Ke ireita Api i 

Iindoneisi ia (Peirseiro). 

Keiti ika peinumpang di iangkut deingan keireita api i, seiti iap peinumpang 

bi iasanya me imbawa seirta barang-barang yang me ireika butuhkan se ilama 

peirjalanan. Barang-barang i ini i di iseibut seibagai i bagasi i. Bagasi i dapat di ibagi i 

meinjadii dua jeini is, yai itu: 

1) Bagasi i bawaan Bagasi i bawaan adalah barang yang di ibawa oleih 

peinumpang, yang harus te irdiiri i darii barang-barang keici il yang mudah 

di ibawa-bawa yang di ibawa deingan mobi il tanpa bi iaya tambahan. 
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2) Bagasi i bi iasa Bagasi i bi iasa adalah barang yang harus di idaftarkan 

seibeilum keireita api i beirangkat dan di iangkut deingan keireita api i dalam 

geirbong te irpiisah dan di iganti i seisuaii deingan harga yang di iteitapkan ole ih 

PT. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro). 

 

4. Kajian Umum Keselamatan 

Keiseilamatan meirupakan ruang yang aman se icara fi isi ik, sosi ial, 

spi iri itual, eikonomi i, poli itiik, eimosi ional, profeisi ional, psi ikologi is atau pe indi idi ikan 

yang aman dan te irliindungi i darii ancaman faktor-faktor teirseibut. Untuk 

meincapai i hal i ini i, peirli indungan teirhadap peiri istiiwa seimacam i itu dapat 

di iteirapkan, yang me imungki inkan teirjadi inya keirugi ian fiinansi ial atau keiseihatan. 

Peimbeidaan harus di ibuat antara produk yang me imeinuhi i standar dan 

aman dan produk yang di ianggap aman. Seicara umum, ada ti iga jeini is kondi isi i: 

1) Keipasti ian standar di igunakan untuk me inggambarkan produk atau 

deisai in yang meimeinuhi i standar deisai in. 

2) Keiamanan Kontein di igunakan untuk me injeilaskan peinti ingnya 

keiamanan, meiski ipun mungki in ti idak standar. 

3) Peirceii iveid seicuri ity di igunakan untuk me injeilaskan keiadaan 

keiamanan yang muncul dari i peirseipsi i masyarakat.
35

 

Contohnya adalah asumsi i keiseilamatan deingan adanya rambu-rambu 

lalu liintas. Namun, rambu-rambu teirseibut bi isa meimi icu keiceilakaan kare ina 

meimbuat peingeindara geili isah. 

Keiseilamatan umumnya di ipahami i seibagai i peini ilaiian dampak ke imati ian, 

ceideira atau bahaya te irhadap orang atau harta be inda. Ri isi iko i ini i dapat 

di iseibabkan ole ih si ituasii beirbahaya atau ti indakan tiidak aman. Contoh siituasii 
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beirbahaya adalah li ingkungan keirja yang sangat bi isiing, kondi isi i eikstreim (suhu 

sangat ti inggi i atau reindah atau teikanan ti inggi i), atau adanya se inyawa ki imi ia 

beirbahaya. Be irbagai i ti indakan peinceigahan di iambi il untuk meingatasi i ri isi iko i ini i. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jeini is peineili iti ian i ini i adalah peineili iti ian hukum, peineili iti ian eimpi iri is dalam 

artii meineili iti i data seikundeir keimudi ian di ilanjutkan deingan peineili iti ian data 

pri imeir yang di iambi il dari i lapangan atau masyarakat. Ole ih kareina i itu, kamii 

juga meinggunakan pe indeikatan normati if, yai itu. peineili iti ian yang me ingkajii 

kai idah-kai idah hukum deingan meinggunakan teiks.
36

 

2. Pendekatan Masalah 

Peirmasalahan yang di irumuskan di i atas di ijawab atau di ipeicahkan 

deingan bantuan pe indeikatan yuri idi is-eimpi iri is. Peindeikatan hukum (hukum 

di iambi il seibagai i norma atau seibagai imana meisti inya), kareina bahan hukum 

(bai ik yang te irtuli is maupun yang ti idak teirtuli is, atau bai ik bahan hukum pri imeir 

maupun bahan hukum se ikundeir) di igunakan dalam peineili iti ian i inii untuk 

meinjawab peirmasalahan teirseibut. Peindeikatan eimpi iri is (hukum se ibagai i 

reiali itas sosi ial, budaya atau wujud) se ibagai i data pri imeir prakti ik di igunakan 

dalam peineili iti ian i ini i. 

Peindeikatan hukum-eimpi iri is dalam peineili iti ian i ini i beirartii bahwa anali isi is 

masalah me inggabungkan bahan hukum (yang me irupakan data se ikundeir) 
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deingan data pri imeir darii prakteik, yai itu keiwaji iban angkutan umum. Keireita Apii 

Iindoneisi ia (Peirseiro) untuk keiseilamatan peinumpang. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam peineili iti ian i ini i diigunakan data pri imeir (bahan hukum) dan data 

seikundeir (bahan hukum) untuk me ingumpulkan data (bahan hukum). 

a) Data pri imeir adalah peinjeilasan dan klari ifi ikasi i yang di ipeirlukan 

untuk me impeiroleih peingeirtiian yang je ilas, leingkap dan 

meinye iluruh teintang data se ikundeir yang datang langsung dari i 

sumbeir peirtama. Iinformasi i dasar i ini i diipeiroleih di i lapangan deingan 

meiwawancarai i staf dan manaje ir bi isni is, teikni isi i keireita api i dan 

jeimbatan (JJ), poliisi i khusus peirkeireitaapi ian (Polsuska), manaje ir 

peilayanan dan badan i inspeiksi i keireita api i (PPJ) PT. Ke ireita Api i 

Iindoneisi ia (Peirseiro) Diivi isi i Reigi ional VIiIiIi Surabaya langsung. 

b) Iinformasi i seikundeir adalah i informasii yang di ipeiroleih meilalui i 

peineili iti ian dokumein atau di isusun untuk meileingkapi i dan 

meindukung i informasi i dasar me ilalui i peineilaahan teirhadap bahan 

hukum yang te irkandung di idalamnya.
37

 

b.1 Bahan Hukum Pri imeir 

Bahan hukum waji ib meili iputi i: 

1. Ki itab Undang-Undang Hukum Pe irdata; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 te intang 

Peirkeireitaapi ian; 

3. Undang-Undang Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 22 Tahun 2009 

teintang Lalu Li intas Angkutan Jalan; 

4. Undang-Undang Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 8 Tahun 1999 

teintang Peirliindungan Konsumein; 
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5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 te intang Pe irseiroan 

Teirbatas; 

6. Peiraturan Peimeiri intah Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 72 Tahun 

2009 teintang Lalu Li intas dan Angkutan Keireita Api i 

7. Peiraturan Peimeiri intah Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 56 Tahun 

2009 teintang Peinye ileinggaraan Peirkeireitaapi ian; 

8. Peiraturan Peimeiri intah Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 17 Tahun 

1965 teintang Keiteintuan-Keiteintuan Peilaksanaan Dana 

Peirtanggungan Waji ib Keiceilakaan Peinumpang; 

9. Peiraturan Meintrii Keiuangan Nomor 37/PMK.010/2008 

Tanggal 26 Feibruarii 2008 te intang Beisar Santunan dan Iiuran 

Wajiib Keiceilakaan Peinumpang Alat Angkutan Pe inumpang 

Umum di i Darat, Sungai i/Danau, Feirry/Peinye ibrangan, Laut 

dan Udara. 

b.2 Bahan Hukum Seikundeir 

Yai itu, bahan hukum yang me imbeiri ikan peinjeilasan teintang bahan 

hukum pri imeir, seicara i inklusiif.
38

 

1. Li iteiratur; 

2. Hasi il  peineili iti ian; 

3. Hasi il karya darii kalangan hukum. 

b.3 Bahan Hukum Teirsiieir 

Yai itu bahan-bahan yang me imbeiri ikan peitunjuk dan pe injeilasan 

teintang bahan hukum pri imeir dan bahan hukum se ikundeir yang 

leibi ih di ikeinal deingan bahan reifeireinsi i atau bahan acuan hukum.
39

 

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 
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Proseidur peingumpulan dan anali isi is data/bahan hukum yang 

di ipeirlukan untuk meindukung surat i ini i adalah.
40

 

a. Peineili iti ian keipustakaan yai itu deingan meingumpulkan bahan me ilalui i 

peineili iti ian keipustakaan, karya reifeireinsi i, peiraturan pe irundang-

undangan, jurnal hukum, we ibsi itei, di iktei, seirta catatan kuli iah dan 

i informasi i laiin yang di ianggap peirlu dan beirkai itan atau be irkai itan 

deingan judul karya i ini i. 

b. Peineili iti ian lapangan, khususnya te irjun langsung kei lapangan atau 

teimpat yang akan di iteili iti i atau di ianali isi is untuk meindapatkan bahan-

bahan nyata yang re ileivan deingan peikeirjaan i ini i. Peinuli is 

meiwawancarai i staf dan pi impiinan usaha, teikni isi i peirkeireitaapi ian dan 

jeimbatan (JJ), poliisi i khusus peirkeireitaapi ian (Polsuska), pe igawai i, 

badan i inspeiksi i peirkeireitaapi ian (PPJ) PT. Keireita Api i Iindoneisi ia 

(Peirseiro) Daeirah Opeirasi i VIiIiIi Surabaya langsung. 

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

1) Teikni ik peingolahan 

Dalam arti ikeil i ini i, peinuli is meinggunakan data deingan cara se ibagai i 

beiri ikut: 

a. Peineili iti ian lapangan yai itu peineili itiian yang beirtujuan untuk 

meimpeiroleih data pri imeir dari i hasi il wawancara (seicara langsung) 

deingan reispondein yang be irhubungan langsung de ingan 

peinuli isan yai itu SDM dan CE iO, manageir bi isni is, manageir 

keiamanan i informasi i (Polsuska), manageir peilayanan dan 

manageir keiseihatan PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) Wiilayah 

Opeirasi i VIiIiIi Surabaya. 

b. Peineili iti ian li iteiratur, Peineili iti ian beirtujuan untuk me impeiroleih 

i informasii seikundeir deingan me imbaca dan meimpeilajari i li iteiratur, 
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undang-undang dan sumbe ir laiin yang beirkai itan deingan 

peinyusunan karya i ini i. 

2) Teikni ik Anali isi is 

Data pri imeir dan seikundeir yang di ipeiroleih dan diikumpulkan dalam 

peineili iti ian i ini i di ianali isi is deingan meinggunakan me itodei deiskriipti if kuali itati if. 

Pada dasarnya pe indeikatan kuali itati if beirarti i meineikankan masalah, 

meimeicahkan upaya yang di ilakukan, dan ke imudi ian meimbuat geineirali isasi i 

yang seiluas-luasnya. Atau dalam arti ian data dan i informasii seikundeir adalah 

data pri imeir yang di ideiskriipsi ikan seicara si isteimati is dan diihubungkan dalam 

beintuk kata. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Teiks karya i ini i di ituli is deingan meinggunakan siisteim peinuli isan 

seibagai i beiri ikut: 

BAB I : PENDAHULUAN seibagai i peingantar Dalam 

peindahuluan dan peingantar karya i ini i, bab i ini i beiri isi i 

teintang latar beilakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan peineili iti ian, manfaat peineili iti ian, peineili iti ian 

keipustakaan, meitodei peineili iti ian dan teirakhi ir si isteimati ika 

peinuli isan. 

BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PT. KERETA API 

INDONESIA (Persero) TERHADAP 

KESELAMATAN PENUMPANG Bab i ini i 

meinjeilaskan tanggung jawab hukum PT.KAIi atas 

keiseilamatan peinumpang me inurut UU No. 23 Tahun 

2007 dan juga tanggung jawab peirdata PT. KAIi untuk 

keiseilamatan peinumpang. 



32 

 

BAB III : PENYELESAIAN GANTI RUGI PT. KERETA 

API INDONESIA (Persero) TERHADAP RESIKO 

KECELAKAAN PADA PENUMPANG Bab i inii 

meinjeilaskan teintang santunan PT.KAIi keipada 

peinumpang, tanggung jawab PT.KAIi atas bi iaya 

asuransi i ji iwa apabi ila teirjadi i keiceilakaan peinumpang 

dan beisarnya jami inan asuransi i yang di itawarkan. 

BAB IV : PENUTUP Bab i ini i adalah akhi ir darii peikeirjaan i ini i. 

Pada bab i ini i di isi impulkan bahwa hasi il urai ian yang te ilah 

di ibuat pada Bab IiV di ibahas seicara si ingkat dan 

si isteimati is seibagai i jawaban atas peirmasalahan dan 

di iakhi iri i deingan keisi impulan dan saran, yang me irupakan 

peimi iki iran peinuli is seiteilah peimaparan peirmasalahan 

yang di isaji ikan dalam bab i ini i. Judul karya i ini i 

di itampi ilkan. 
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BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN PT. KERETA API INDONESIA 

(PERSERO) TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG 

A. Pertanggungjawaban Hukum PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang Menurut UU 

No. 23 Tahun 2007 

1. Penyelenggaraan Pengangkutan oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) 

Seibagai i peinyeileinggara sarana pe irkeireitaapi ian, PT. Keireita Apii 

Iindoneisi ia (Peirseiro) waji ib meingangkut peinumpang yang sudah me imi ili iki i tiikeit. 

Ti ikeit peirjalanan (ti ikeit) adalah bukti i peimbayaran ole ih peinumpang beirupa 

keirtas, karton atau ti ikeit eileiktroniik. Peinumpang deingan ti ikeit beirhak 

meindapatkan layanan se isuaii deingan ti ingkat layanan yang di ipi ili ih. Angkutan 

peinumpang harus me imeinuhi i standar peilayanan publi ik yang me ili iputii 

peilayanan di i stasi iun keibeirangkatan, dalam pe irjalanan dan stasi iun tujuan. 

Standar peilayanan umum adalah syarat-syarat peilayanan yang harus di ipeinuhii 

oleih angkutan umum. Ke ireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) se ibagai imana 

di iputuskan ole ih Peingurus (Pasal 132 UUKA). Deifi ini isi i iini i seisuaii deingan asas 

kontrak, yang me inyatakan bahwa suatu kontrak pe ingangkutan me injadii sah 

dan meingi ikat deingan adanya surat angkutan, dan juga se isuaii deingan asas 

peimbukti ian dokumein, yang meinurutnya se iti iap peingangkutan harus se ilalu 
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di ibuktiikan deingan alat angkut dokumein.
41

 

Peirkeireitaapi ian di iseileinggarakan deingan tujuan untuk meimungki inkan 

peirgeirakan orang dan/atau barang se icara massal deingan aman, nyaman, 

ceipat, dan lancar, te ipat waktu, teirti ib, dan eifi isi iein, seirta me indukung 

peimeirataan, peirtumbuhan, stabi ili itas, dan te inaga peinggeirak. dan me imajukan 

peimbangunan nasi ional. 

a) Seilamat, keiceilakaan kareina peinyeibab i inteirnal diihi indari i seilama 

peirjalanan keireita api i. 

b) Aman, artiinya teirhiindar dari i keiceilakaan yang di iseibabkan ole ih 

faktor luar, bai ik alam maupun buatan manusi ia seilama peirjalanan 

keireita api i. 

c) Keinyamanan adalah pe irseipsi i peinumpang teintang keidamai ian dan 

keiteinangan seilama peirjalanan keireita api i. Ceipat dan lancar adalah 

peirjalanan keireita api i dalam waktu si ingkat dan tanpa gangguan. 

d) Peilaksanaan keireita api i beirjalan seisuaii waktu yang teilah di iteitapkan 

sudah beinar. 

e) Meilaksanakan peirjalanan keireita api i seicara teirtiib dan teiratur se isuai i 

deingan jadwal dan peiraturan peirjalanan. 

f) Eifi isi iein beirarti i meiwujudkan peirkeireitaapi ian yang mampu 

meinghasi ilkan keiuntungan seibeisar-beisarnya. 

Peinyeileinggaraan peirkeireitaapi ian seimakiin beirpeiran peinti ing dalam 

meinunjang dan me imajukan keigi iatan eikonomi i, meimpeirkuat peirtahanan dan 

keiamanan, me impeirlancar peinyeileinggaraan peimeiri intahan, me impeirkokoh 

peirsatuan dan ke isatuan bangsa, seirta meimpeireirat tali i si ilaturahmi i antar 

bangsa. 
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Seijak di iundangkannya Undang-Undang Peirkeireitaapi ian No. 23 

Tahun 2007, peiran peimeiri intah dalam peinye ileinggaraan peirkeireitaapi ian 

di itiiti ikbeiratkan pada pe imbangunan yang me ili iputii peingeirtiian poli iti ik, 

peingaturan, peimeiri iksaan dan peingawasan, se irta meili ibatkan pe iran 

masyarakat agar i impleimeintasii keireita api i dapat di ilakukan. di ilakukan seicara 

eifi isi iein, eifeikti if, transparan dan dapat di ipeirtanggungjawabkan. 

Lalu li intas keireita api i di iatur dalam pasal 17-34 UUKA. Pasal 17 

Peiraturan te irseibut beirbunyi i: “Peinye ileinggaraan angkutan ke ireita api i 

beirlangsung se ibagai i peinye ileinggaraan prasarana dan pe irleingkapan 

peirkeireitaapi ian”. 

Peingeilola prasarana pe irkeireitaapi ian adalah peinyeileinggara prasarana 

peirkeireitaapi ian. Iinfrastruktur peirkeireitaapi ian meili iputi i reil keireita api i, stasi iun, 

dan fasi ili itas peirkeireitaapi ian untuk meimungki inkan keireita api i beirjalan. Dalam 

meinggunakan i infrastruktur peirkeireitaapi ian, standar keigunaan i infrastruktur 

peirkeireitaapi ian harus diipeirhati ikan. 

Jiika hal i itu ti idak di ipeinuhi i dan teirjadi i keiceilakaan keireita api i seirta 

hi ilangnya harta be inda atau barang, pe ingusaha jari ingan keireita api i di ipi idana 

deingan pi idana peinjara pali ing lama 1 (satu) tahun 6 (e inam) bulan dan de inda 

pali ing banyak Rp. . 500.000.000,00 (Li ima Ratus Juta Rupi iah). Jiika 

meingaki ibatkan keirugi ian yang beirat teirhadap seiseiorang, di iancam deingan 

pi idana peinjara pali ing lama 3 (ti iga) tahun dan de inda pali ing banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu mi ilyar rupiiah). Dan dalam hal ke imati ian seiseiorang, 
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di iancam deingan pi idana peinjara pali ing lama 6 (einam) tahun. Dan de inda 

maksiimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua mi ili iar rupi iah). 

Peinyeileinggaraan prasarana pe irkeireitaapi ian umum me iliiputi i 

peimbangunan prasarana, pe imanfaatan prasarana, pe imeili iharaan prasarana, 

dan peingeilolaan prasarana. Dalam hal i inii, i iziin komeirsiial, konstruksi i dan 

opeirasi i di ipeirlukan oleih opeirator jari ingan keireita api i. Jiika ti idak, peimi ili ik 

prasarana peirkeireitaapi ian di iancam deingan pi idana peinjara pali ing lama 6 

(einam) tahun dan de inda pali ing banyak Rp100.000. 2.000.000.000,00 (dua 

mi iliiar rupiiah). Saat Anda me imbeili i ruang keireita api i umum, peirsyaratan 

teikni is ruang keireita api i harus diipeirhati ikan. 

Peinyeileinggaraan sarana peirkeireitaapi ian umum harus seisuai i deingan 

standar keilayakan pe ingopeirasi ian sarana pe irkeireitaapi ian. Apabi ila ti idak 

di ipatuhi i, dapat di ikeinakan sanksi i admi ini istrati if keipada peimi ili ik sarana 

peirkeireitaapi ian beirupa teiguran teirtuli is, peingheinti ian seimeintara, dan 

peincabutan i izi in. darii li iseinsi i peingguna. 

Peimeili iharaan sarana peirkeireitaapi ian umum harus me imeinuhi i standar 

peimeili iharaan sarana pe irkeireitaapi ian dan dapat di ilakukan oleih peirsoneil yang 

meimeinuhi i peirsyaratan dan kuali ifi ikasi i i industrii peirkeireitaapi ian. Seibali iknya, 

peinggunaan sarana pe irkeireitaapi ian umum harus se isuaii deingan norma, 

standar, dan kriiteiri ia sarana peirkeireitaapi ian. 

Opeirator keireita api i adalah peirusahaan yang me ingopeirasi ikan fasi ili itas 

keireita api i umum. Keireita api i adalah keindaraan yang dapat be irgeirak di i atas 
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reil. Peinggunaan fasi ili itas peirkeireitaapi ian umum meili iputii fungsi i peiroleihan, 

peinggunaan, pe imeili iharaan dan peingeilolaan fasi ili itas teirseibut. Peirkeireitaapi ian 

harus di igunakan ole ih peirsoneil yang me imeinuhi i peirsyaratan dan kuali ifi ikasi i 

yang di itunjukkan de ingan seirtiifi ikat kompeiteinsi i. Peinye ileinggara 

peirkeireitaapi ian yang meinggunakan sarana pe irkeireitaapi ian umum dan ti idak 

meimeinuhi i peirsyaratan peingopeirasi ian sarana pe irkeireitaapi ian yang bai ik 

seihi ingga me ingaki ibatkan keiceilakaan keireita api i dan hi ilangnya harta atau 

barang, di ipi idana de ingan pi idana peinjara pali ing lama 1 (satu) tahun 6 tahun. 

(6) einam bulan dan de inda pali ing banyak Rp5.000.000,00 (Li ima Ratus Juta 

Rupiiah). 

Iizi in usaha dan i izi in di ipeirlukan untuk peirusahaan yang 

meingopeirasi ikan fasi ili itas peirkeireitaapi ian umum. Jiika ti idak di ilakukan, 

di iancam deingan pi idana peinjara pali ing lama 6 (einam) tahun dan de inda 

pali ing banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua Mi ili iar Rupiiah). Peinyeileinggaraan 

angkutan keireita api i di idasarkan pada beibeirapa asas, antara lai in: 

1. Asas Manfaat; 

Asas keimanfaatan adalah pe irkeireitaapi ian harus dapat me imbeiri ikan 

manfaat seibeisar-beisarnya bagi i umat manusi ia deingan meini ingkatkan 

keimakmuran dan ke iseijahteiraan rakyat se irta meingeimbangkan 

keihi idupan warga masyarakat yang be irkeilanjutan. 

2. Asas Keiadi ilan; 

Asas keiadi ilan adalah peirkeireitaapi ian harus mampu me imbeiri ikan 

peilayanan ke ipada seiluruh lapi isan masyarakat deingan harga yang 
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wajar dan me imbeiri ikan keiseimpatan beirusaha dan pe irliindungan 

yang sama keipada seimua pi ihak dalam i industrii peirkeireitaapi ian. 

3. Asas Keiseii imbangan; 

Asas keiseii imbangan adalah pe irkeireitaapi ian harus beiropeirasi i seicara 

seii imbang antara sarana dan prasarana, ke ipeinti ingan, keibutuhan dan 

keiteirseidi iaan peingguna jasa dan pe inye ileinggara, ke ipeinti ingan 

peirseiorangan dan masyarakat, antara dae irah deingan daeirah, dan 

antara keipeinti ingan nasi ional dan daeirah. keipeinti ingan i inteirnasi ional. 

4. Asas Keipeinti ingan Umum; 

Asas keipeinti ingan umum meinyatakan bahwa pe irkeireitaapi ian harus 

meindahulukan keipeinti ingan masyarakat luas dii atas keipeinti ingan 

i indi iviidu atau keilompok, deingan teitap meinjaga keiamanan, 

keinyamanan, dan ke iteirtiiban. 

5. Asas Keiteirpaduan; 

Asas keiteirpaduan adalah peirkeireitaapi ian harus meimbeintuk satu 

si iste im dan rancangan yang te irpadu, teirpadu dan teirpadu, seirta 

sali ing meindukung antara hi ieirarkii struktur peirkeireitaapi ian, angkutan 

i intramoda dan antarmoda. 

6. Asas Keimandiiri ian; 

Asas keimandiiri ian adalah peinyeileinggaraan peirkeireitaapi ian harus 

beirlandaskan pada ke imandi iri ian, keimampuan dan pote insi i produksi i 

dalam neigeiri i, seirta sumbeir daya manusi ia yang i inovati if dan kreiati if, 

yang be irakar pada keidaulatan, martabat, dan keipri ibadi ian bangsa. 
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7. Asas Transparansi i 

Asas Transparansi i adalah bahwa pe inye ileinggaraan peirkeireitaapi ian 

harus me imbeiri ikan keiseimpatan keipada masyarakat untuk 

meimpeiroleih i informasii yang beinar, jeilas dan jujur, se ihi ingga 

masyarakat me impunyai i keiseimpatan untuk beirparti isi ipasi i dalam 

keimajuan peirkeireitaapi ian. 

8. Asas Akuntabi ili itas 

Asas Akuntabi ili itas meinyatakan bahwa pe inyeileinggaraan 

peirkeireitaapi ian harus beirdasarkan eifi isi ieinsi i yang teirukur, dapat 

di ieivaluasi i dan dapat di ipeirtanggungjawabkan keipada masyarakat. 

9. Asas Beirkeilanjutan 

Asas peimbangunan beirkeilanjutan adalah bahwa pe inyeileinggaraan 

peirkeireitaapi ian harus beirkeilanjutan, beirkeimbang dan me ini ingkat 

deingan te itap meinjaga peirkeimbangan teiknologi i dan me injaga 

li ingkungan untuk me imeinuhi i keibutuhan masyarakat. Dalam lalu 

li intas keireita api i, seiri ial control harus di ilakukan seibeilum keireita api i 

beirangkat dari i suatu stasi iun kei stasiiun teirteintu. Peingeindali ian 

li intasan di ilakukan oleih PPKA. Hasi il peimeiri iksaan di isaji ikan dalam 

beintuk teirtuli is, yang di iseibut laporan keireita api i (lapka). 

Dalam meilakukan peimeiri iksaan, PPKA di ibantu oleih teikni isi i teirlati ih dan 

beirpeingalaman yang me ilakukan peimeiri iksaan ti ingkat reim keireita atau 

geirbong keibeirangkatan dan me ilakukan peimeiri iksaan keili istri ikan keireita 

peinumpang. Jiika keireita dalam kondi isii bai ik dan aman di igunakan, PPKA 

meinandatangani i tanda tangan Lapka dan te ikni isi i keireita. Keiti ika seimua 
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opeirasi i i ini i seileisai i deingan bai ik, PPKA dapat me ini inggalkan keireita. 

(Laporan/leimbar peirkeireitaapi ian teirlampi ir). 

2. Tanggung Jawab Hukum Menurut Undang – Undang 

Tanggung jawab dapat ti imbul biilamana juga teirjadi i keirugi ian, bai ik 

yang beirwujud maupun yang ti idak beirwujud, ada yang be irwujud dan ada 

yang dapat di ini ilaii deingan uang dan ada yang ti idak dapat di ini ilaii deingan uang 

kareina barang/jasa te irseibut ti idak meimi ili iki i ti ingkat harga, yang dapat me ilayani i 

. seibagai i patokan. Mi isalnya, dalam seibuah kontrak dapat muncul dua aspe ik 

i ini i, yai itu ganti i rugi i beirganda, yang dapat di ini ilaii seibagai i uang kare ina 

keihi ilangan keiuntungan, teitapii dapat juga ti imbul darii rasa keibi ingungan, dalam 

hal i ini i ganti i rugi i ti idak dapat di itoleiri ir. 

Kontrak transportasi i juga ti imbal baliik, yai itu. H. keidua beilah pi ihak 

bai ik peingangkut maupun pe inumpang meimpunyai i tugas masi ing-masiing. 

Tugas peingangkut adalah me ingatur peingangkutan orang (peinumpang) yang 

aman darii satu te impat kei tujuan teirteintu. Jiika ti idak, peingangkut akan 

beirtanggung jawab atas ke ihi ilangan peinumpang. Keiwaji iban peinumpang untuk 

meimbayar ongkos te irseibut pada gi ili irannya meirupakan peinanggulangan 

teirhadap peingangkutan yang di ilakukan oleih peingangkut.
42

 

Tanggung jawab juga dapat muncul se ibagai i aki ibat darii bi isni is atau 

i indi iviidu yang me ineiri ima manfaat, bi isni is atau i indi ivi idu yang meirugi ikan orang 

laiin, dan bi isni is atau i indi ivi idu yang me inguntungkan atau hanya me irugi ikan 
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orang lai in. Oleih kareina i itu, meinurut saya, dapat di ipahami i bahwa me ineiri ima 

manfaat seilalu me inyi iratkan tanggung jawab. Tanggung jawab hukum be irasal 

darii tanggung jawab i ini i. 

Dalam hukum peirdata, tanggung jawab adalah tanggung jawab 

seiseiorang atas ti indakan yang salah. Ti indakan i ileigal leibi ih luas dari i ti indakan 

kri imi inal. Peirbuatan salah ti idak hanya me irupakan peirbuatan yang me ilanggar 

hukum pi idana, te itapii juga keinyataan bahwa pe irbuatan teirseibut me ilanggar 

undang-undang lai in bahkan peiraturan yang ti idak teirtuli is. Tujuan dari i tort 

codei adalah untuk me ili indungi i dan meimbeiri ikan kompeinsasii keipada pi ihak 

yang di irugi ikan.
43

 

Dalam undang-undang lalu li intas Iindoneisi ia, i isti ilah "orang" di igunakan 

untuk angkutan pe inumpang, teitapii peinye ibutan kata meingeinai i orang ti idak 

di iatur. Meinurut UU Pe irkeireitaapi ian Iindoneisi ia, peingguna jasa adalah orang 

peirseiorangan atau badan hukum yang me inggunakan jasa angkutan ke ireita api i 

untuk peingangkutan orang dan barang se ibagai imana di imaksud dalam Pasal 1 

Ayat 12 UUKA. De imi iki ian juga deingan Undang-Undang Angkutan dan Lalu 

Li intas Jalan yang me ingatur bahwa peingguna jasa adalah pri ibadi i atau badan 

hukum yang me inggunakan jasa peirusahaan angkutan umum. UU No. 22 

Tahun 2009 Pasal 1 Pasal 22 Beirdasarkan urai ian teirseibut dapat di iartiikan 

bahwa manusi ia adalah jasa. Pe ingguna, dan Pe ingguna Layanan adalah 

peinumpang atau peingi iri im barang. 
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PT. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) adalah salah satu pe inye idi ia jasa 

angkutan yang be irbeintuk badan hukum mi ili ik Badan Usaha Mi ili ik Neigara 

(BUMN) yang me inyeidi iakan jasa angkutan pe inumpang dan barang. pt. Ke ireita 

Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) meimi ili iki i i iziin dari i peimeiri intah untuk me inyeidi iakan 

transportasi i deingan keireita api i atau geirbong deingan bi iaya te irteintu. 

Transportasi i keireita api i juga teirkai it eirat deingan tanggung jawab angkutan 

umum. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) seisuai i deingan peiraturan pe irundang-

undangan yang be irlaku. 

PT. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) beirtanggung jawab me ingatur 

peirjalanan darat untuk pe ingangkutan orang (pe inumpang) beirdasarkan Pasal 

133 Undang-Undang Peirkeireitaapi ian No. 23 Tahun 2007, me ili iputii: 

a. Keiseilamatan peinumpang adalah yang utama  

b. Pri iori itas peilayanan publi ik  

c. Meinjami in keilangsungan peilayanan angkutan yang di itangguhkan  

d. Jadwal keireita api i dan harga pe inggunaan transportasi i 

di ipubliikasi ikan  

e. Iikuti i jadwal keireita. 

Meingeinai i tanggung jawab pe ingusaha atau korporasi i, dalam peineili iti ian 

i ini i PT Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro), beintuk tanggung jawab pe ingusaha 

atau korporasi i di iatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Peirliindungan Konsume in 

No. 8 Tahun 1999. Keiwaji iban peingusaha meili iputi i mi isalnya: 
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1.) Iini i adalah iiti ikad bai ik untuk meilakukan bi isni is seiseiorang  

2.) Meimbeiri ikan i informasii yang beinar, jeilas dan jujur teintang syarat 

dan jami inan barang dan/atau jasa se irta meinjeilaskan peinggunaan, 

peirbai ikan dan peimeili iharaan  

3.) Meimpeirlakukan atau meilayani i konsumein seicara adi il dan jujur, 

tanpa di iskriimi inasi i  

4.) Meinjami in mutu barang dan/atau jasa yang di iproduksi i dan/atau 

di ijual seisuaii deingan standar mutu barang dan/atau jasa yang 

beirlaku  

5.) Meimbeiri ikan keiseimpatan keipada konsumein untuk me incoba 

dan/atau me incoba barang dan/atau jasa te irteintu seirta me imbeiri ikan 

garansi i dan/atau jami inan atas barang yang di iproduksi i dan/atau 

di ijual  

6.) Meimbeiri ikan kompeinsasi i, peingganti ian dan/atau ganti i rugi i atas 

keirugi ian aki ibat peinggunaan, peini ikmatan dan peinggunaan barang 

dan/atau jasa yang di ipeirtukarkan  

7.) Meinawarkan kompeinsasi i, ganti i rugi i dan/atau peingeimbali ian ji ika 

barang dan/atau jasa yang di iteiri ima atau di igunakan ti idak seisuaii 

deingan kontrak. 

3. Tingkat Pelayanan yang Diberikan oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) pada Penumpang 

Seibagai i salah satu Badan Usaha Mi ili ik Neigara atau Badan Usaha 

Mi iliik Neigara (BUMN) yang be irgeirak di i bi idang peirkeireitaapi ian, 

meinye ileinggarakan pe ilayanan publi ik untuk i itu. Ada beibeirapa i inovasi i dalam 

peinyampai ian layanan yang di iteirbiitkan oleih PT. Keireita Api i Iindoneisi ia 

(Peirseiro) Daop VIiIiIi Surabaya dalam me ini ingkatkan peilayanan yang ada. 

Di imana ki ita sudah me ingeitahui i bahwa masyarakat adalah pi ihak yang harus 

puas deingan peilayanan publi ik yang ada. Hal i ini i teirliihat dari i upaya PT. Ke ireita 
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Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) Daop VIiIiIi Surabaya me ingi impleimeintasiikan 

peinye idi iaan layanan be irkuali itas ti inggi i yang seicara teiori iti is dapat di ijeilaskan 

oleih peineili iti i.
44

 

Teiori i yang di iungkapkan oleih Strateigi i Peilayanan yang Beirhasi il (7) adalah 

seibagai i beiri ikut: 

1.) Seilf Eiste ieim (harga di iri i) 

Darii hasi il wawancara dan obse irvasi i langsung peinuli is, PT. Keireita 

Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) Daop VIiIiIi (Ok) Surabaya me injalankan strate igi i i ini i 

deingan bai ik. Hal i ini i teirceirmiin darii dukungan manaje ir keipada karyawannya 

deingan me indeikatkan diiri i deingan karyawannya dan me inci iptakan 

komuni ikasi i yang bai ik. Kunci i keibeirhasi ilan organi isasi i adalah peingeilola, atau 

dalam hal i ini i peingeilola stasi iun, yang se icara akti if i ikut meimantau peilayanan 

dan seilalu meimbeiri ikan dukungan dan bi imbi ingan keipada peigawai inya. 

Dukungan dan bi imbi ingan Peingawas Stasi iun Gubeing Surabaya dan 

Waki il Peingawas Stasi iun Gubeing Surabaya te irliihat beirjalan atau be irpatrolii 

seiti iap harii untuk me ili ihat layanan yang te irseidi ia di i Stasiiun Gubeing dan para 

peikeirja yang me ingeirjakan layanan untuk me imbeiri ikan bi imbi ingan dan 

dukungan. Hal i ini i sangat peinti ing untuk meinjali in komuni ikasi i yang bai ik 

antara manaje ir dan karyawan. Bukan hanya support, tapi i seilalu peirlakukan 

karyawan de ingan bai ik, sangat-sangat beirteiri ima kasi ih. Hal i ini i dapat di ili ihat 

darii keiseijahteiraan karyawan. 
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2.) Eixceieid E ikspeictati ion (meileibi ihi i eikspeiktasii) 

Strate igi i i ini i meinjeilaskan bahwa agar suatu organi isasi i dapat 

meimbeiri ikan layanan yang sukse is atau pri ima, i ia harus dapat meimeinuhi i dan 

meilampaui i harapan peilanggan atau masyarakat yang di ihasi ilkan dari i SOP 

atau standar layanan organi isasi i yang di iteirbiitkan. Beirdasarkan hal te irseibut, 

maka peinti ing bagi i organi isasi i untuk meingeitahuii harapan peilanggan atau 

masyarakat me ilalui i SOP atau standar peilayanan organi isasi i. 

Ada beibeirapa peirubahan dalam SOP pe ilayanan. Hal i ini i di ilakukan 

untuk meinye isuaiikan deingan keibutuhan organi isasi i dan keinyamanan 

masyarakat se irta meingi impleimeintasiikan beirbagai i i inovasi i yang ada. Se ipeirtii 

halnya peirubahan aturan peimbatalan ti ikeit seijak Mareit 2013, di imana bi iaya 

peimbatalan ti idak di ikeimbali ikan seigeira seiteilah seiti iap peimbatalan ti ikeit, 

seipeirtii seibeilum Mare it 2013, dan keiti ika peimbatalan atau peimungutan bi iaya 

di ilakukan ole ih i indi ivi idu seindi iri i dan peirwaki ilannya. , surat kuasa dan 

fotokopii KTP atau KTP kuasa hukum harus di ilampi irkan, dan mulai i tanggal 

1 Apri il 2015, peimbatalan ti ikeit dan peimungutan bi iaya akan di ilakukan dii 

stasi iun seisuai i wi ilayah opeirasi i yang di iteintukan atau seisuai i deingan 

peimbatalan ti ikeit teirseibut. 

3.) Reicoveiry (peimuli ihan) 

Strate igi i i ini i meinjeilaskan bahwa untuk me imbeiri ikan peilayanan yang 

sukseis atau pri ima, peinti ing untuk seilalu meimeicahkan masalah de ingan 

meingi ideinti ifi ikasi i masalah. Beirdasarkan teimuan peineili iti i dan hasi il wawancara 
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teirkai it langsung de ingan masalah pe ilayanan yang be irkai itan deingan 

masyarakat, di imana teirdapat peirmasalahan dalam pe ilayanan yang harus 

di ipeirhati ikan organi isasi i, untuk seilalu meimpeirhati ikan peingaduan. di isaji ikan 

oleih organi isasi i. hadi iri in Beintuk keipeiduli ian Stasi iun Gubeing Surabaya dalam 

meimpeirhati ikan peingaduan yang di isampai ikan oleih masyarakat de ingan 

meineirapkan peinye idi iaan sarana peingaduan, yang me ili iputii customeir seirviicei, 

saran, contact ce inteir 121, eimaiil (atau me idi ia onli inei laiinnya). , langsung ke i 

stasi iun manajeir dan deiparteimein Humas kantor DAOP VIiIiIi (deilapan). 

Seidangkan untuk me injawab keiluhan atau peirmasalahan te irseibut, 

Stasiiun Surabaya Gubeing akan me inangani i deingan bantuan karyawan yang 

meincarii solusi i seicara langsung. Ke iluhan masyarakat yang se iri ing di ikeiluhkan 

aparat adalah antreian panjang dan kurangnya ke idi isiipli inan masyarakat saat 

meingantrii. 

4.) Vi isi ion (peingli ihatan) 

Strate igi i i ini i meinjeilaskan bahwa organi isasi i yang beirhasi il atau sukse is 

dalam meineirapkan peilayanan yang be irkuali itas adalah organi isasi i yang 

meinghargai i peireincanaan untuk masa de ipan. Kareina deingan meireincanakan 

masa deipan, organi isasi i dapat meimeinuhi i keibutuhan peilanggan atau publi ik 

yang seilalu beirubah. 

Stasiiun Keireita Api i Surabaya Gubeing peircaya bahwa peireincanaan ke i 

deipan sangat pe inti ing bagi i PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) dalam 

peilaksanaan peilayanan yang beirkuali itas. Reincananya, kei deipan peimbeili ian 
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ti ikeit untuk keidua reiseirvasi i teirseibut akan di ilakukan seicara onli inei dan 

layanan di i stasi iun hanya meincakup layanan pe imbeili ian untuk keibeirangkatan 

harii i itu saja. 

5.) Iimprovi ing (meimbaiik) 

Strate igi i i ini i meineikankan bahwa kunci i sukseis bi isni is atau organi isasi i, 

bai ik seikarang maupun di i masa deipan, adalah se ilalu beirpuas di iri i atas 

keibeirhasi ilan yang di icapai i. Iitulah meingapa peinti ing bagi i organi isasi i untuk 

teirus meini ingkatkan seimua aspeik. 

Beirdasarkan be ibeirapa wawancara dan obse irvasi i yang di ilakukan ole ih 

peineili iti i. Seibagai i bagi ian darii strateigi i teirseibut, ki ita bi isa meili ihat munculnya 

beirbagai i i inovasi i yang ada yang te irus meini ingkatkan kuali itas peilayanan 

Stasiiun Surabaya Gube ing. Munculnya be irbagai i i inovasi i teirseibut di iseibabkan 

adanya peirmasalahan dalam prakti ik transmi isi i di i stasi iun-stasi iun te irseibut. 

Beirkat beibeirapa i inovasi i yang di ikeiluarkan PT, te irjadi i peini ingkatan 

peilayanan. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) teirus meini ingkatkan 

peilayanannya de ingan i isu-i isu yang muncul. 

6.) Carei (peiduli i) 

Meinari ik peirhati ian konsumein, atau dalam hal i ini i masyarakat, 

meirupakan peirlakuan yang sangat meineintukan darii strateigi i i ini i, kareina aspeik 

i ini i sangat beirpeiran dalam meinjaga atau me ilanjutkan ci itra posi itiif organi isasi i 

di i mata publi ik. PT meirupakan organi isasi i publi ik yang beirfokus pada 
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peimbeiri ian peilayanan yang meimuaskan keipada masyarakat. Keireita Api i 

Iindoneisi ia (Peirseiro) Daop VIiIiIi (Ok) Stasi iun Keireita Apii Gubeing Surabaya 

ti idak peirnah meilupakan aspeik peilayanannya ke ipada masyarakat i ini i. 

Peirwaki ilan layanan ceipat meimbeiri ikan arahan atau me imbantu 

masyarakat, dan pe irwaki ilan layanan pe ilanggan ceipat meimi ini imalkan 

keiti idaknyamanan yang di iseibabkan oleih i inovasi i yang ada de ingan 

meingambi il i ini isi iati if peirwaki ilan layanan pe ilanggan untuk me imbantu 

masyarakat dan me imfasi iliitasii urusan masyarakat. Custome ir seirviicei di i 

Stasiiun Keireita Api i Surabaya Gubeing sangat me imeinti ingkan peinumpangnya. 

Kami i meili ihat adanya i ini isiiati if darii teiam leiadeir atau CS untuk meingurangi i 

keiluhan peinumpang. 

7.) Eimpoweirmeint (peimbeirdayaan) 

Strate igi i i ini i beirfokus pada meimbuat karyawan me irasa beirtanggung 

jawab atas se igala seisuatu yang di ihasi ilkan oleih peirusahaan atau organi isasi i. 

Darii hasi il wawancara dan obse irvasi i teirkai it strateigi i i ini i, teirliihat je ilas bahwa 

peigawai i mampu me ireispon dan beirtanggung jawab atas se iluruh keigi iatan 

organi isasi i deingan meimbeiri ikan reiward dan konte in peimbeilajaran se ipeirtii 

peilati ihan. 

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penyelenggaraan 

Pengangkutan Kereta Api 

Deingan beirakhi irnya kontrak peingangkutan, tiimbul hak dan 

keiwaji iban bagi i para pi ihak beirdasarkan UUKA dan Undang-Undang 
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Peirliindungan Konsumein 1999 (seilanjutnya di iseibut UUPK) 

Hak konsumein; “hak atas keinyamanan, keiseilamatan, dan ke iamanan 

dalam meingkonsumsi i barang dan/atau jasa” (UDPC Pasal 4 ayat 1). 

Keiwaji iban kontraktor; “peimbeiri ian kompeinsasii, ganti i rugi i dan/atau 

kompeinsasii atas keirugi ian yang ti imbul dari i peinggunaan dan pe ini ikmatan 

barang dan/atau jasa yang di ijual” (Pasal 7 huruf g UUPK) 

Hak dan keiwaji iban meinurut UUKA antara laiin : 

a) Keiwaji iban Peingeimudi i 

1) Peinyeileinggara Prasarana Peirkeireitaapi ian 

a) Meimeili ihara kondi isi i opeirasi ional prasarana pe irkeireitaapi ian 

seisuaii standar dan proseidur peimeili iharaan yang di iteitapkan ole ih 

Meinteiri i (Pasal 65 UUKA) 

b) Meilakukan peinguji ian dan peimeiri iksaan untuk me imasti ikan 

keiseisuaiian prasarana peirkeireitaapi ian (Pasal 68) 

c) Peineimpatan tanda larangan di i jalan seicara leingkap dan je ilas 

(Pasal 81) 

d) Meingasuransi ikan tanggung jawabnya te irhadap pe imi ili ik 

peiralatan peirkeireitaapi ian dan pi ihak keiti iga (Pasal 166). 

2) Peinyeileinggara Sarana Peirkeireitaapi ian 

a) Meimeinuhi i peirsyaratan te ikni is dan keilayakan ope irasi ional 

yang beirlaku untuk seiti iap je ini is peirleingkapan peirkeireitaapi ian 

(Pasal 96 Ayat (2)). 

b) Meilakukan peinguji ian dan peimeiri iksaan untuk me injami in 

beirfungsi inya sarana peirkeireitaapi ian (Pasal 98). 

c) Meimeili ihara peiralatan peirkeireitaapi ian agar teitap beiropeirasi i 

(Pasal 114) 
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d) Pada saat meinggunakan sarana pe irkeireitaapi ian, 

peilaksanaannya di ilakukan ole ih peigawai i yang me imeinuhii 

peirsyaratan kuali ifi ikasi i dan peirsyaratan kuali ifi ikasi i yang 

di ibuktiikan deingan seirtiifi ikat kompeiteinsi i (Pasal 116). 

e) Dalam hal teirjadi i keiceilakaan, PT. KAIi waji ib: 

1. Ambi il arus lalu li intas dan langkah-langkah keiamanan. 

2. Peinanganan korban keiceilakaan. 

3. Peimi indahan peinumpang, barang bawaan dan barang 

ki iri iman kei keireita api i lai in atau alat angkut lai in untuk 

peirjalanan seilanjutnya kei stasi iun tujuan. 

4. Meilaporkan keiceilakaan keipada meinteiri i, peimeiri intah 

kabupatein, peimeiri intah kabupatein/kota. 

5. Meingi informasi ikan keipada peingguna jasa dan masyarakat 

teintang adanya keiceilakaan. 

6. Normali isasi i lalu li intas keireita api i seigeira se iteilah 

peinye ili idi ikan reismi i. 

7. Meimproseis klai im asuransi i keiceilakaan. (Pasal 125) 

f) Peinyeidi iaan fasi ili itas dan keimudahan khusus bagi i peinyandang 

cacat, i ibu hamiil, anak bali ita, orang saki it dan lanjut usiia 

(Pasal 131 Ayat (1)). 

g) Peingangkutan orang yang sudah me imi ili ikii ti ikeit (Pasal 132). 

h) Saat meingatur angkutan pe inumpang deingan keireita api i, 

opeirator keireita api i harus: 

1. Meingutamakan keiseilamatan orang/peinumpang. 

2. Priiori itas peilayanan untuk keipeinti ingan umum. 

3. Meinjaga keisi inambungan peilayanan pada rute i yang teilah 

di iteintukan. 

4. Jadwal keireita api i dan harga transportasi i di iumumkan 

keipada publi ik. 
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5. Meinghormati i jadwal keireita api i (Pasal 133 Ayat (1)). 

i). Meimbeiri itahu peingguna jasa/pe inumpang teintang peimbatalan 

dan peinundaan layanan tiingkat li intasan, keidatangan yang 

teirtunda atau koneiksi i transfeir deingan alasan yang je ilas dan 

dapat di ibeinarkan (Pasal 133 Ayat (2)). 

j). Peingganti ian bi iaya yang di ibayarkan oleih orang/pe inumpang 

pada saat peimbeirangkatan ke ireita api i di ibatalkan (Pasal 134 

Ayat (1)). 

k). Meingatur peingangkutan de ingan keireita api i laiin atau alat 

angkut lai in kei stasi iun tujuan atau me imbeiri ikan ganti i rugi i 

seibeisar harga ti ikeit, apabi ila teirjadi i halangan atau gangguan 

seilama peirjalanan keireita api i yang meingaki ibatkan ke ireita api i 

ti idak dapat meilanjutkan peirjalanannya kei tujuan yang te ilah 

di iseipakati i stasi iun  (Pasal 134 Ayat (2)). 

l). Meimasti ikan tanggung jawabnya te irhadap pe ingguna 

jasa/peinumpang (Pasal 167 ayat (1)). 

b. Hak Pi ihak Peingangkut 

1). Peinyeileinggara Prasarana Peirkeireitaapi ian 

a) Untuk meingatur, meimantau dan me ingeindali ikan peirjalanan 

keireita api i. 

b) Beirheinti i meinggunakan keireita api i ji ika hal teirseibut dapat 

meimbahayakan peirjalanan keireita api i. 

c) Manajeimein peingguna keireita api i yang ti idak me imeinuhi i 

peirsyaratan untuk meinggunakan layanan di i stasi iun. 

d) Priiori itaskan peirjalanan keireita api i di i peirsiimpangan yang 

mulus deingan jalan raya. 

e) Meineiri ima peimbayaran atas pe inggunaan prasarana 

peirkeireitaapi ian 

f) Meimpeiroleih ganti i rugi i atas keirusakan prasarana 
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peirkeireitaapi ian yang di iseibabkan oleih keisalahan 

peinye ileinggara sarana pe irkeireitaapi ian atau piihak keiti iga. 

2). Peinyeileinggara Sarana Peirkeireitaapi ian 

a) kontrol tiikeit. 

b) Meini indak peingguna jasa/pe inumpang yang ti idak me imi ili ikii 

ti ikeit. 

c) Meineirtiibkan peingguna jasa/pe inumpang/masyarakat yang 

meingganggu lalu li intas keireita api i. 

d) Meilakukan peingawasan dan pe imbi inaan teirhadap orang-orang 

yang dapat me ini imbulkan gangguan lalu li intas keireita api i 

(Pasal 136). 

e) Meimbatalkan peirjalanan keireita api i ji ika teirjadi i gangguan 

yang dapat me imbahayakan ke iamanan, keiteirti iban, dan 

keipeinti ingan umum. 

c. Keiwaji iban Pi ihak Peinumpang 

1) Meimbayar bi iaya transportasi i seisuaii deingan ti ingkat layanan yang 

di ii ingi inkan. 

2) Meingi ikuti i seimua peiraturan yang di iteitapkan oleih PT. Keireita Api i 

Iindoneisi ia (Peirseiro (Peirseiro). 

d. Hak Pi ihak Peinumpang 

1) Peiroleihan layanan seisuai i deingan ti ingkat layanan yang di ipi ili ih 

(Pasal 132 ayat (2)). 

2) Anda akan me ineiri ima kompe insasii ji ika Anda me ingalami i 

keirusakan aki ibat peingopeirasi ian keireita api i. 
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B. Pertanggungjawaban Perdata PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang 

Peingeimudi i dalam hal i ini i PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) harus 

beirtanggung jawab atas barang atau pe inumpang yang di iangkutnya sampaii 

kei tujuan. Saat me ingangkut orang be irdasarkan kontrak pe ingangkutan yang 

ada, PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) akan beirtanggung jawab atas 

keirugi ian yang di ialami i oleih peinumpang seilama peilayanan ke icuali i PT. 

Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) dapat me imbukti ikan bahwa ke irusakan 

teirseibut teirjadi i di i luar keilalai ian peitugas. Peinumpang dapat me imi inta 

kompeinsasii ji ika i ia meingalami i keirusakan atau ceideira seilama peingangkutan 

seibagai i aki ibat langsung atau ti idak langsung dari i layanan teirseibut.
45

 

Keiti ika peinumpang di iangkut deingan keireita api i, peingangkut 

beirtanggung jawab atas pe inumpang beirdasarkan kontrak peingangkutan. 

Peingangkut be irtanggung jawab atas ke ihi ilangan peinumpang ji ika keirusakan 

teirseibut meirupakan aki ibat langsung atau ti idak langsung dari i peinye idi iaan 

layanan (akti ivi itas peingangkut). 

Ada ti iga (ti iga) pri insi ip tanggung jawab be irdasarkan hak jalan, yai itu 

tanggung jawab atas ke isalahan, tanggung jawab be irdasarkan asumsi i dan 

tanggung jawab mutlak. Hukum lalu li intas Iindoneisi ia pada dasarnya 

meingi ikuti i pri insi ip tanggung jawab dan asumsi i tanggung jawab. 

 

                                                           
45

 Ibid. 
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a) Tanggung jawab kareina keisalahan (fault li iabi iliity) 

Meinurut asas i ini i, seiti iap peingangkut yang me ilakukan keisalahan dalam 

meingatur peingangkutannya beirtanggung jawab atas se igala keirugi ian yang 

di iaki ibatkan ole ih keisalahan teirseibut. Pi ihak yang di irugi ikan waji ib 

meimbukti ikan keisalahan peingangkut. Pri insi ip i ini i seicara meindasar di iatur 

dalam pasal 1365 BGB teintang peirbuatan meilawan hukum. Aturan khusus 

seikarang di iteintukan dalam undang-undang untuk seiti iap jeini is transportasi i. 

b) Tanggung jawab kareina praduga (preisumpti ion li iabi iliity) 

Meinurut asas i ini i, peingangkut seilalu beirtanggung jawab atas keirusakan yang 

di iseibabkan ole ih peingangkutan yang di iaturnya. Akan te itapii, jiika peingangkut 

dapat meimbukti ikan keiti idakbeirsalahannya, i ia di ibeibaskan darii keiwaji iban 

meimbayar ganti i rugi i. "Ti idak ada keisalahan" beirartii bahwa ti idak ada 

keilalai ian, ti idak ada upaya yang di ilakukan untuk me ingambi il tiindakan yang 

di ipeirlukan untuk me inghi indarii keirusakan, atau ke ijadiian yang meinyeibabkan 

keirusakan ti idak dapat di ihiindarii. Beiban peimbuktiian teirleitak pada 

peingeimudi i, bukan pi ihak yang di irugi ikan. Cukuplah bi ila pi ihak yang 

di irugi ikan meimbukti ikan bahwa keirusakan i itu teirjadii seilama peingangkutan 

yang di iatur oleih peingangkut. 

Deingan deimi iki ian, jeilaslah bahwa asas ke isalahan dan tanggung jawab 

praduga di ii ikuti i dalam hukum transportasi i Iindoneisi ia. Namun asas tanggung 

jawab beirdasarkan keisalahan adalah asas, se idangkan asas tanggung jawab 

adalah peingeicuali ian. Iini i beirarti i bahwa peingangkut beirtanggung jawab atas 

seigala keirusakan yang te irjadi i seilama transi it. Namun, ji ika peingangkut 
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beirhasi il meimbukti ikan keiti idakbeirsalahan/keilalai iannya, i ia di ibeibaskan dari i 

tanggung jawab. 

c). Tanggung jawab mutlak (absolutei li iabiili ity) 

Meinurut asas i ini i, peingangkut harus be irtanggung jawab atas keirugi ian yang 

di iseibabkan oleih peingangkutan yang di ilakukannya tanpa harus me imbukti ikan 

keisalahannya. Asas i ini i ti idak meingeinal beiban peimbuktiian, fakta ke isalahan 

ti idak boleih di ipeirsoalkan. 

Peingangkut ti idak dapat diileipaskan dari i tanggung jawab atas pe inye ibab 

keirusakan. Pri insi ip i ini i dapat di irumuskan dalam kali imat beiri ikut: “Peingangkut 

beirtanggung jawab atas ke irugi ian yang ti imbul darii peiri isti iwa yang te irjadi i 

dalam peingopeirasi ian peingangkutan i ini i”, yang beirartii bahwa peingangkut 

beirtanggung jawab atas se igala keirugi ian yang te irjadi i, bai ik kareina keisalahan 

opeirasi ional maupun bukan. 

Priinsiip tanggung jawab mutlak tampaknya ti idak di iatur dalam undang-

undang transportasi i. Hal iini i tiidak boleih di iatur kareina peirusahaan angkutan 

yang beirgeirak di i bi idang jasa angkutan ti idak boleih di ibeibani i deingan te irlalu 

banyak ri isi iko. Namun deimi ikiian, bukan beirarti i para pi ihak tiidak dapat 

meineirapkan pri insi ip i ini i dalam kontrak peingangkutan. Para pi ihak dalam 

kontrak dapat be irusaha untuk meinggunakan pri insi ip i ini i seibagai imana me isti inya 

keiti ika meinye ileisai ikan keiwaji iban seisuaii deingan pri insiip keibeibasan beirkontrak. 

Jiika pri insi ip i ini i yang di igunakan, maka hal i itu harus di inyatakan de ingan jeilas 

dalam kontrak peingangkutan, mi isalnya dalam bi ill of ladi ing. Tanggung jawab 

hukum PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) seibagai i opeirator peirkeireitaapi ian 
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teirbagi i meinjadi i dua bagi ian yang beirtanggung jawab atas pe imi ili ik prasarana 

peirkeireitaapi ian dan opeirator sarana pe irkeireitaapi ian. Tanggung jawab 

peingeilolaan prasarana pe irkeireitaapi ian di iatur dalam Pasal 87 UUKA yang 

beirbunyi i : 

(1) Peinyeileinggara peirkeireitaapi ian beirtanggung jawab ke ipada 

peinye ileinggara peirkeireitaapi ian dan pi ihak keiti iga atas keirugi ian yang 

di iaki ibatkan ole ih keiceilakaan yang di iseibabkan oleih peingopeirasi ian 

prasarana peirkeireitaapi ian yang salah”. 

(2) Tanggung jawab pe ingeilola prasarana ke ipada peingeilola 

peirkeireitaapi ian meinurut ayat 1 di idasarkan pada peirjanji ian keirjasama 

antara peingeilola prasarana dan pe ingeilola peirkeireitaapi ian. 

(3) Peimi iliik prasarana peirkeireitaapi ian beirtanggung jawab keipada pi ihak 

keiti iga atas keirusakan harta be inda, luka-luka atau keimati ian yang 

di iseibabkan oleih peimasangan prasarana pe irkeireitaapi ian. 

(4) Peimi iliik prasarana peirkeireitaapi ian beirtanggung jawab atas 

peinye ileinggara prasarana pe irkeireitaapi ian yang luka-luka atau 

meini inggal duni ia aki ibat peingopeirasi ian prasarana peirkeireitaapi ian. 

(5) Tanggung jawab me inurut ayat 1 di idasarkan pada keirugi ian yang 

seibeinarnya. 

Tanggung jawab pe inye ileinggara keireita api i teirhadap peinumpang di iatur 

dalam Pasal 157 UUKA yang be irbunyi i: 

(1) Peinyeileinggara peirkeireitaapi ian beirtanggung jawab atas pe ingguna jasa 

yang me ingalami i keirugi ian, luka-luka atau keimati ian aki ibat 

peinye ileinggaraan peilayanan peirkeireitaapi ian. 

(2) tanggung jawab me inurut ayat 1 di imulai i deingan peingangkutan 

peineiri ima jasa dari i stasi iun peimbeirangkatan kei stasi iun tujuan yang 
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di iseipakati i. 

(3) Tanggung jawab me inurut ayat 1 di idasarkan pada keirugi ian yang 

seibeinarnya. 

(4) Peimi iliik peirusahaan peirkeireitaapi ian ti idak beirtanggung jawab atas 

keihi ilangan, luka-luka atau keimati ian peinumpang yang bukan 

di iseibabkan oleih peinye ileinggaraan peilayanan peirkeireitaapi ian. 

Seilanjutnya dalam Pasal 159 UUKA meinyatakan : 

1) Peimi iliik peirusahaan keireita api i ti idak beirtanggung jawab atas ke irugi ian 

yang di ideiri ita pi ihak keiti iga kareina peingopeirasi ian lalu li intas keireita api i, 

keicuali i pi ihak keiti iga dapat me imbukti ikan bahwa keirugi ian i itu 

di iseibabkan oleih keilalaiian peirusahaan keireita api i. 

2) Hak untuk me inuntut keibeiratan dan tuntutan ganti i rugi i oleih pi ihak 

keiti iga te irhadap peimi ili ik sarana peirkeireitaapi ian seibagai imana di imaksud 

dalam ayat 1 harus di iajukan seilambat-lambatnya 30 (ti iga puluh) hari i 

seiteilah teirjadi inya keirusakan. 

Dalam keiadaan teirteintu PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) dapat 

di ibeibaskan dari i tanggung jawab untuk me ingatur peingangkutan, te irutama 

dalam hal peingangkutan di iceigah kareina forcei majeiurei. Forcei maje iurei artiinya 

keirusakan te itap teirjadi i, meiski ipun pi ihak peingangkut teilah meilakukan seigala 

cara untuk meinceigah atau meinghi indari i keirusakan teirseibut.
46

 

Peiri isti iwa yang teirjadi i dii luar ti idak beirfungsi inya prasarana 

peirkeireitaapi ian dan juga meimbahayakan keiseilamatan peinumpang antara lai in 

mi isalnya: 

a) Meileimpar (diiseibabkan oleih peiri ilaku manusi ia). Seilama peirjalanan 
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keireita api i, seiri ingkali i pi ihak yang ti idak beirtanggung jawab me imbuang 

barang-barang yang dapat me imbahayakan keiseilamatan peinumpang. 

Riisi iko i inii dapat meinyeibabkan ceideira seiri ius dan ri ingan pada 

peinumpang. 

Contoh kasus : 

Pada 21 Oktobe ir 2013 pukul 14.35, ada orang tak di ikeinal yang 

meileimpar batu antara stasi iun Boharani i dan Kri ian di i KA 153a. 

Korban, peinumpang beirnama Bambang, 40 tahun, te irtabrak peili ipi is 

ki iri i deingan nomor karci is DTS 6351. Be ilakangan, masi ini is 

meingambi il langkah luar bi iasa deingan meineimui i keireita di i stasi iun 

teirdeikat, yakni i. Stasi iun KA H. Kri ian yang meinyi iapkan laporan 

keijadi ian tambahan (K.D.L.B). Se iteilah i itu, bangsal akan me imbeiri ikan 

peirtolongan peirtama keipada korban dan ji ika peirlu meimbawa me ireika 

kei rumah saki it teirdeikat (K.D.L.B. te irlampi ir). 

Pada Tanggal 1 Apri il 2023 pukul 06.00:08 WIiB dan 9 Apri il 2023 

pukul 06.00 WIiB 50 Seikeilompok reimaja tak di ikeinal me ileimparkan 

batu kei KA 285C Pasundani i dan KA 402 KRD di i wi ilayah de isa 

Tawangsar antara stasi iun Seipanjanii dan stasi iun Boharan, 

meingaki ibatkan peicahan kaca di i jeindeila keireita teitapi i ti idak ada 

korban luka, kata Nawawi i. Polsuska (poliisii khusus peirkeireitaapi ian) 

meinyatakan, i ideinti itas peilaku keilompok reimaja pasca pe iri isti iwa PT 

ti idak di ikeitahuii,
47

 Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) Daop VIiIiIi 

Surabaya me ineimpatkan Polsuska khusus dii jalur Seipanjang-Boharan 

untuk meinceigah teirulangnya hal-hal yang ti idak di ii ingi inkan. 

 

 

b) Beincana alam se ipeirtii banji ir, tanah longsor, dll. Kareina bahaya alam, 
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keireita ti idak dapat meilanjutkan peirjalanannya. Dalam hal i ini i, 

opeirator keireita api i meimi indahkan peinumpang kei keireita api i laiin atau 

alat transportasi i laiin, seipeirtii bus. Atau me ingganti i seijumlah uang 

yang me imungki inkan peinumpang meilanjutkan peirjalanan kei teimpat 

tujuan deingan alat transportasi i lai in. 

Contoh Kasus: 

Banji ir yang teirjadi i di i Porong, Si idoarjo pada tanggal 5 Feibruari i 2014 

seimpat me ingganggu layanan ke ireita api i. Keipala Stasiiun Keireita Api i 

Kota Malang Sudarto me ingatakan, keijadi ian banji ir dii Porong juga 

meingganggu KA Re iguleir Peinataran E ikspreis dan peini ingkatan KA 

jurusan Malang-Surabaya. Me inurut di ia, dua peirjalanan KA 

Peinataran E ikspreis dan satu peirjalanan KA Peinataran reiguleir harus 

beirheinti i di i Lawang dan Bangi il. Peinumpang yang iingi in meimbatalkan 

peirjalanannya akan di ikeimbali ikan 100 peirsein dari i bi iaya pe imbeili ian 

ti ikeit dan di ipeirteimukan deingan peinumpang untuk me imiili ih opsii 

laiin.
48

 

c). Tabrakan di i jalur li iar teirjadi i di i beibeirapa teimpat, banyak ruas jalan 

yang me ili intasii jalur teirseibut. Jalan/rute i iini i seiri ing di iseibut seibagai i 

hutan beilantara. Li intasan bi iasanya ti idak meimi ili iki i alat peingaman 

seipeirti i palang atau alat peimbeiri i si inyal lai innya. Oleih kareina i itu, 

keiceilakaan di i peirliintasan li iar di iklasiifi ikasi ikan seibagai i i insi idein 

i infrastruktur kareina jalur i ini i ti idak teirdaftar dan ti idak me imi ili ikii alat 

peingaman, seihi ingga seiri ing teirjadi i tabrakan yang meingaki ibatkan 

keiceilakaan antara ke ireita api i dan keindaraan lai in yang me ili intas. 

Peirluasan hutan be ilantara seiharusnya meinjadi i tanggung jawab 
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peimeiri intah daeirah, bukan angkutan umum. Ke ireita Apii Iindoneisi ia 

(Peirseiro). Dan bagi i peingguna jalan umum: Jiika meileiwati i jalur li iar, 

keireita harus di ipri iori itaskan. Pasal 173 UUKA me inyatakan: 

“Masyarakat be irkeiwaji iban i ikut meimeili ihara keiteirti iban dan keiamanan 

dalam peinyeileinggaraan peirkeireitaapi ian.” Seilaiin i itu, tabrakan antar 

keireita dapat teirjadi i di i peirli intasan seibi idang. 

Contoh kasus: 

Mi inggu, 13 Noveimbeir 2022 pukul 04:00 WIiB teirjadi i keiceilakaan 

antara mi ini ibus Toyota Avanza nomor W 1892 ZM de ingan ke ireita 

barang yang me imbawa beibeirapa tangki i beiri isi i bahan bakar mi inyak. 

Keiceilakaan maut i itu teirjadi i di i Deisa Tawangsari i, Taman, Si idoarjo, di i 

mana seiorang peingeimudi i miini ibus Avanza beirnama Lanari i (63), 

yang ti inggal di i Deisa Kali ijatein, Taman, Si idoarjo. Khadi ija. 

Sayangnya, nyawa pri ia i itu ti idak bi isa di iseilamatkan. Rudy, 45, 

seiorang reilawan satpam dii peireimpatan, meingatakan: "Saya se idang 

meilakukan sholat subuh ke itiika keijadiian i itu teirjadi i keiti ika, seiteilah 

sholat subuh, se ibuah mobi il meinabrak lokasi i keiceilakaan”.
49

 

Pak Akbar (28), Garda Ti ingkat, meingatakan: Seiteilah keijadiian i itu, 

peimeiri intah daeirah beirtiindak ceipat, khususnya Di inas Peirhubungan 

Kabupatein Si idoarjo yang meinugaskan PJL 30 KM 26 Tawangsari i 7 

orang/se ibeirang seibi idang.
50

 

d). Anjlok.Peirkeireitaapi ian di i Iindoneisi ia meirupakan i instiitusi i yang sudah 

sangat tua. Armada lokomotiif yang sudah tua, ti ingkat keirusakan 

sarana dan prasarana yang ti inggi i, meirupakan faktor pe inye ibab 

teirjadi inya keireita api i anjlok. Seilaiin iitu, adanya oknum yang ti idak 
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beirtanggung jawab seipeirtii peincuri ian baut atau beisi i peingi ikat yang 

ada di i reil, yang me inghubungkan reil deingan bantalan reil juga 

beirpeiran teirhadap anjloknya ke ireita api i. Padahal te ilah di inyatakan 

dalam pasal 180 UUKA bahwa ;“Seiti iap orang di ilarang 

meinghi ilangkan, meirusak, atau me ilakukan peirbuatan yang 

meingaki ibatkan rusak dan/atau ti idak beirfungsi inya prasarana dan 

sarana peirkeireitaapi ian”. 

Contoh Kasus : 

Tabrakan KA barang de ingan beibeirapa geirbong tangki i bahan bakar 

nomor KA 2636F di i tanggul KA Stasi iun Seipanjani i, Siidoarjo, pada 

harii Sabtu tanggal 8 Apri il 2023 pukul 15.35 WIiB. PPJ (Peitugas 

Peimeiri iksa Jalan) Pak Hari i meingatakan, keiceilakaan teirseibut ti idak 

meini imbulkan korban ji iwa, namun beibeirapa peirjalanan KA te irpaksa 

di iali ihkan kareina jalur ti idak dapat di ilalui i. Ada beibeirapa peirjalanan 

KA yang di ikeindali ikan opeirasi ionalnya, yakni i KA Ranggajati i, KA 

Bi ima, KA Argowi ili is, KA Dhoho, dan KA Wi ijaya-Kusuma. 

Beibeirapa peirjalanan keireita api i yang meileiwati i stasi iun Seipanjani i 

untuk seimeintara di iali ihkan kei jalur lai in, yakni i meilalui i stasi iun 

Siidoarjo-Tulang-Tariik, seilama normali isasi i dan eivakuasi i jalur.
51

 

PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) teitap beirtanggung jawab atas 

upaya peingurangan ri isi iko peinumpang, meiski ipun meinurut Pasal 87 BARU, 

dalam hal PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) diibeibaskan dari i tanggung 

jawab atas pe ileimparan batu pada ke ireita api i yang meingaki ibatkan keimati ian, 

tabrakan antara ke ireita api i dan peingguna jalan di i peirliintasan liiar, anjloknya 

keireita api i aki ibat peincuriian baut reil keireita api i dan reisi iko alam, ti idak 
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beirfungsi inya prasarana pe irkeireitaapi ian. 

Pasal 166 UUKA meiwaji ibkan peimi ili ik prasarana peirkeireitaapi ian 

untuk meinjami in tanggung jawabnya te irhadap peimi ili ik prasarana 

peirkeireitaapi ian dan pi ihak keiti iga. Pasal 167 UUKA me iwaji ibkan opeirator 

keireita api i untuk meimastiikan tanggung jawabnya ke ipada peingguna jasa. 

Jumlah yang di iasuransi ikan harus seikurang-kurangnya sama de ingan ni ilaii 

santunan. Dalam rangka me imeinuhi i keiwaji ibannya untuk me ili indungi i 

peinumpang dari i reisi iko keiceilakaan dalam peirjalanan deingan keireita api i, 

Neigara meiwaji ibkan PT. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) meingasuransi ikan 

keiwaji iban i ini i. Hal i ini i di iatur dalam pasal 166-171 UUKA. Keirugi ian 

peingguna jasa yang me ingalami i keirugi ian aki ibat peingopeirasi ian keireita api i. 

Peirusahaan peirkeireitaapi ian yang ti idak meimeinuhi i keiwaji ibannya 

di ikeinakan sanksi i admi ini istrati if beirupa peimbeikuan iizi in peinyeileinggaraan atau 

peincabutan i izi in peinyeileinggaraan. Peimi ili ik peirusahaan keireita api i waji ib 

meingasuransi ikan peirusahaan keireita api i dan peirsoneil sarana peirkeireitaapi ian, 

seirta pi ihak keiti iga yang ti imbul darii peinye ileinggaraan lalu li intas keireita api i. 

Peimi iliik prasarana pe irkeireitaapi ian dan sarana pe irkeireitaapi ian beirhak 

meinuntut ganti i rugi i prasarana peirkeireitaapi ian, sarana peirkeireitaapi ian, dan 

peirsoneil dari i orang yang me inye ibabkan keirusakan. 

Peimi iliik prasarana peirkeireitaapi ian yang ti idak me imeinuhi i 

keiwaji ibannya keipada peingeilola prasarana pe irkeireitaapi ian, peinyeileinggara 

jari ingan peirkeireitaapi ian, dan pi ihak keiti iga, di ipi idana deingan pi idana peinjara 
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pali ing lama 1 (satu) tahun dan/atau de inda pali ing banyak 1 (satu) tahun. Rp 

500.000.000,00 (Li ima ratus juta rupi iah). 

Peinyeileinggara peirkeireitaapi ian yang ti idak meimeinuhi i keiwaji ibannya 

keipada peingguna jasa, pe igawai i peirkeireitaapi ian, dan pi ihak keiti iga di ipi idana 

deingan pi idana peinjara pali ing lama 1 (satu) tahun dan/atau de inda pali ing 

banyak Rp500.000.000,00 (Li ima Ratus Juta Rupi iah). 
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BAB III 

PENYELESAIAN GANTI RUGI PT. KERETA API 

INDONESIA (PERSERO) TERHADAP RESIKO 

KECELAKAAN PADA PENUMPANG 

A. Penyelesaian dengan Cara Pemberian Ganti Rugi oleh PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Penumpang 

1. Resiko yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan 

Seilama peingangkutan seiri ing teirjadi i masalah reisi iko (ri isks), yang 

meimpeingaruhi i bai ik nyawa manusi ia maupun muatan, dan alat angkut 

(transportasi i). Ri isi iko adalah keiti idakpasti ian yang dapat me ini imbulkan 

keirugi ian.
52

 Faktor keiti idakpasti ian dapat di ibagi i meinjadii: Keiti idakpasti ian 

eikonomi i, peiri isti iwa aki ibat peirubahan si ikap konsumein, mi isalnya pe irubahan 

seileira konsumein teirhadap peirmiintaan jasa transportasi i kareina peirubahan 

teiknologi i, keiti idakpasti ian yang di iseibabkan ole ih alam (unceirtai inty of nature i), 

mi isalnya. Ge impa bumi i, angi in topan, topan, ke iti idakamanan yang di iseibabkan 

oleih peiri ilaku manusi ia (human iinseicuri ity). 

Peirsoalan ri isi iko di idasarkan pada te irjadi inya suatu peiri isti iwa yang 

bukan meirupakan keisalahan salah satu pi ihak. Peiri isti iwa kontraktual 

seimacam i itu dalam peingeirtiian hukum di iseibut seibagai i "keikuasaan supe iri ior 

atau forcei majeiurei". Deingan deimi iki ian, subjeik riisi iko adalah hasi il darii 

peiri isti iwa forcei majeiurei yang ti idak di ii ingi inkan dan ti idak dapat di ipeirkiirakan 
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seibeilumnya.
53

 

Meingeinai i peinyeileinggaraan angkutan ke ireita api i, riisiikonya dapat 

di ibagi i meinjadi i dua bagi ian, yai itu: 

1) Riisi iko aki ibat keisalahan peingopeirasi ian prasarana peirkeireitaapi ian, 

yai itu Ri isi iko keiti idakcukupan peiralatan peirkeireitaapi ian dan keilalai ian 

pi ihak beirweinang (human eirror). 

2) Reisi iko yang muncul bukan kare ina keisalahan dalam peingopeirasi ian 

i infrastruktur peirkeireitaapi ian, teitapii reisi iko teirseibut kareina kondi isi i 

alam atau sabotasei oleih pi ihak yang ti idak beirtanggung jawab. 

Riisi iko atau keirugi ian yang te irkai it deingan peingangkutan dapat 

di itanggung ole ih peinumpang, barang/kargo. Siifat keirugi ian dapat di ibagi i 

meinjadii ti iga keilompok, yai itu: 

1. Keirugi ian teirhadap peinumpang 

Keirugi ian i ini i beirdampak pada nyawa para pe inumpang dan awak 

peisawat/awak kapal/awak kapal dan awak bus. Ri isi iko yang te irliibat atau 

keirugi ian dapat me ingaki ibatkan keimati ian, ceideira pri ibadi i, atau cacat se iumur 

hi idup. 

2. Keirugi ian teirhadap alat angkut, muatan dan freii ight 

Seilama peirjalanan (angkutan darat/angkutan udara dan angkutan laut) 

dapat teirjadi i hal-hal yang ti idak di ii ingi inkan. Keirusakan yang te irjadi i seilama 

transi it dapat diimi ini imalkan deingan meingasuransi ikan kargo dan kargo de ingan 

peirusahaan asuransi i/asuransi i keiceilakaan. 
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3. Keirugi ian total dan keirugi ian seibagi ian (total loss &partiial loss) 

Keirusakan yang me ini impa ji iwa seiseiorang seihi ingga meini inggal duni ia 

di iseibut keirugi ian total. Jiika orang teirseibut masi ih hi idup dan hanya me indeiri ita 

satu luka, i ini i di iseibut keirugi ian seibagi ian. Beincana alam seipeirtii banji ir, tanah 

longsor, dan lai in-laiin. Kareina bahaya alam, ke ireita ti idak dapat me ilanjutkan 

peirjalanannya. Dalam hal iini i, opeirator keireita api i meimi indahkan peinumpang 

kei keireita api i laiin atau alat transportasi i laiin, seipeirtii bus atau me ingganti i 

seijumlah uang yang me imungki inkan peinumpang meilanjutkan peirjalanan kei 

teimpat tujuan deingan alat transportasi i lai in. 

Teirhadap ri isi iko yang mungki in ti imbul seilama peinyeileinggaraan 

peilayanan pe irkeireitaapi ian umum. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) 

meingamankannya dari i PT. Jasa Raharja (Pe irseiro) dan PT. Se isuai i peirjanji ian 

keirjasama antara Jasaraharja Pute ira PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) 

konsorsiium deingan PT. Jasa Raharja (Pe irseiro) dan Keiceilakaan Pe inumpang 

dan Peigawai i Sarana Peirkeireitaapi ian, seilanjutnya di iseibut Kontrak Asuransi i. 

Piihak-pi ihak yang me ilakukan kontrak dalam kontrak asuransi i adalah: 

1. PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) diiseibut pi ihak peirtama 

2. Konsorsi ium PT. Jasa Raharja (Pe irsiia) di iseibut pi ihak laiin. 

Piihak peirtama dan pi ihak keidua di iseibut pi ihak; Seibeilum Anda 

meinandatangani i kontrak asuransi i, peirti imbangkan hal beiri ikut: 

a. Piihak peirtama adalah badan hukum ne igara yang beirgeirak di i bi idang 

usaha peirkeireitaapi ian di i Iindoneisi ia. 

b. Reikanan adalah badan hukum yang be irgeirak di i bi idang jasa asuransi i, 
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dalam hal i ini i dii bi idang asuransi i keiceilakaan bagi i peinumpang dan 

karyawan keireita api i. 

c. Tujuan keirjasama i ini i adalah untuk me ili indungi i peinumpang dan awak 

keireita api i darii keiceilakaan yang mungki in teirjadi i seilama peirjalanan 

meireika. 

d. Agar keilancaran peimungutan dan pe imbayaran beia dan pungutan 

waji ib seicara ceipat untuk me injami in keilangsungan pe irliindungan 

peinumpang dan pe igawai i keireita api i seirta peirluasan peilayanan 

kompeinsasii. 

e. Hal i ini i teirkai it deingan peini ingkatan peilayanan bagi i peinumpang keireita 

api i dan peirluasan manfaat asuransi i sosi ial bagi i peirsoneil peirusahaan 

keireita api i ji ika teirjadi i keiceilakaan seilama peirjalanan. 

Ruang li ingkup asuransi i meili iputii:
54

 

1. Ruang Li ingkup Jami inan UU No. 33 Tahun 1964 Sudah PP No. 17 

Tahun 1965, mulai i darii nai ik keireita api i di i stasi iun peimbeirangkatan, 

seilama peirjalanan sampai i turun di i stasi iun tujuan seisuai i ti ikeit yang 

beirlaku untuk peirjalanan i itu. 

2. Li ingkup asuransi i tanggung jawab peinumpang keireita api i: 

a. Peinumpang beirada di i ti iti ik peimbeirangkatan saat tiiba di i stasi iun, 

saat me imasukii geirbong keireita, di i ti iti ik peimbeirangkatan saat 

beirangkat. Dari i beirangkat angkutan keireita api i sampai i keiluar 

stasi iun seisuaii deingan ti ikeit yang beirlaku untuk peirjalanan di i 

teimpat tujuan. 

b. Awak keireita api i harus beirada di i stasi iun atau de ipo 

peimbeirangkatan seijak meimasukii sarana angkutan ke ireita api i 

seilama meinjalankan tugasnya sampai i deingan peilaksanaan 

tugasnya di i stasi iun atau deipot tujuan. 
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3. Cakupan peirliindungan yang di iseibutkan dalam ayat (1) dan (2) pasal 

i ini i teirmasuk, khususnya, peinumpang dalam ke ireita api i yang te irlalu 

padat. 

Peirjanji ian te irseibut meini imbulkan hak dan ke iwaji iban antara para pi ihak. Hak 

dan keiwaji iban para pi ihak dalam kontrak asuransi i adalah:
55

 

1. Keiwaji iban pi ihak peirtama 

a. Meimungut bi iaya waji ib darii peinumpang keireita api i utama eikonomi i 

dan non eikonomi i dan meimbayar bi iaya peinalti i keipada pi ihak lai in  

b. Peimbayaran bi iaya dan bi iaya peiri ingatan keireita api i teirseibut pada 

buti ir (a) keipada pi ihak lai in harus di ilakukan seiti iap ti iga bulan me ilalui i 

cabang Jawa Barat dari i pi ihak lai in di i Bandung dan harus di ilakukan 

pada bulan keidua tri iwulan beirjalan, seilambat-lambatnya tanggal 15. 

c. Peimbayaran bi iaya peiri ingatan awak ke ireita api i seitahun seikali i di i 

muka seisuaii deingan Pasal 4 (7) ke ipada pi ihak lai in meilalui i reikeini ing 

yang di iteintukan oleih pi ihak laiin. 

d. Meimbeiri ikan i informasi i keipada reikanan teintang jumlah pe inumpang 

yang di iveiri ifi ikasi i seibagai i dasar untuk me inghi itung bi iaya waji ib dan 

deinda. 

e. Meimbeiri ikan peirtolongan peirtama dan me imbawa korban ke i rumah 

saki it/puskeismas apabi ila teirjadi i keiceilakaan yang me ingaki ibatkan luka 

atau me ini inggalnya peinumpang, keimudi ian meinyeirahkan keiceilakaan 

teirseibut dan meilaporkannya ke ipada lawan untuk me indapatkan ganti i 

rugi i. 

f. Meimbeiri itahu pi ihak laiin seicara li isan dan teirtuli is teintang te irjadi inya 

keiceilakaan seilambat-lambatnya 7 kali i 24 jam seiteilah te irjadi inya 

keiceilakaan dan meimbeiri ikan i informasi i yang di ipeirlukan keipadanya. 

g. Meimbantu ahli i wariis korban/korban untuk me ingi isi i peirmohonan 
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ganti i rugi i yang di ibeiri ikan oleih piihak lawan seicara cuma-cuma. Iini i 

adalah prasyarat untuk me indapatkan kompe insasi i bagi i peinumpang 

dan awak keireita api i yang teirliibat dalam keiceilakaan i itu. 

h. Meindampi ingi i korban/ahli i wariisnya untuk meingajukan tuntutan ganti i 

rugi i keipada pi ihak laiin deingan di iseirtai i laporan keiceilakaan dari i 

peitugas pi ihak peirtama atau pe ijabat yang beirweinang seilambat-

lambatnya 6 (einam) bulan seiteilah teirjadi inya keiceilakaan. 

2. Keiwaji iban pi ihak keidua 

a. Meimbayar uang ganti i rugi i meinurut Pasal 4 ayat 1 dan 2 be irsama-

sama deingan pi ihak peirtama keipada ahli i wariis korban. 

b. Meilakukan peimotongan dari i bi iaya waji ib dan preimi i asuransi i eikspre is 

dan peingganti ian bi iaya peingangkutan yang di ibayarkan ole ih pi ihak 

peirtama keipada pi ihak seibagai imana di imaksud dalam Pasal 4 (1) (e i) 

dan (2) (d). 

c. Meingganti i bi iaya peirtolongan peirtama dan/atau peingobatan yang 

di ibayarkan ole ih pi ihak peirtama. 

d. Meilaporkan reiali isasi i santunan bi iaya transportasi i (TKP) korban 

meini inggal duni ia, luka-luka, cacat te itap atau cacat te itap kei rumah 

saki it/puskeismas teirdeikat pali ing lambat akhi ir tri iwulan kei-10 (seisuai i 

format yang di iseipakati i) Deiparteimein keiuangan yang di itugaskan 

peirtama akan di iki iri im kei Deiparteimein Manajeimein Keiuangan dan 

sali inannya akan di iki iri im kei Peimasaran Peinumpang. 

3. Hak pi ihak peirtama 

a. Meineiri ima ganti i rugi i darii pi ihak lai in untuk biiaya peirtolongan peirtama 

dan/atau bi iaya peingobatan, deingan keiteintuan bahwa korban 

meimeirlukan bi iaya peingobatan se ibagai imana di imaksud dalam Pasal 4 

ayat 1, 2 dan 3, deingan keiteintuan peimbayaran diilakukan pali ing 

lambat pada harii raya peirtama. 

b. Beirsama-sama deingan pi ihak lai in atau dalam keiadaan me indeisak, 
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meilakukan peimbayaran santunan ke ipada ahli i wariis korban apabi ila 

korban meini inggal duni ia. 

c. Peimbayaran bi iaya peingangkutan se isuai i deingan Pasal 4 ayat 1 huruf 

ei dan ayat 2 huruf d. 

d. Peineiri imaan potongan seibeisar 5% (li ima peirsein) darii counteirparty 

yang di ihi itung darii total peimbayaran bi iaya waji ib dan bi iaya 

peiri ingatan KA. 

e. Anda akan me ineiri ima laporan peimbayaran tri iwulanan dari i pi ihak laiin 

dalam format yang di iseipakati i. Laporan di iteiri ima pada akhi ir bulan 

peirtama tri iwulan beiri ikutnya. 

4. Hak pi ihak keidua 

a. Dapatkan i informasi i pi ihak peirtama teintang jumlah pe inumpang yang 

di isari ing. 

b. Meindapatkan 95% (seimbi ilan puluh liima peirsein) darii peimbayaran 

Bi iaya Waji ib dan Bi iaya Peiri ingatan Keireita Apii darii pi ihak peirtama. 

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) 

Meiski i sudah teirjadwal, seiri ing teirjadi i keiteirlambatan keibeirangkatan 

dan keidatangan keireita api i dii teimpat tujuan. Me inurut seipeingeitahuan 

peirusahaan ke ireita api i, keiteirlambatan te irseibut di iseibabkan oleih beibeirapa 

alasan teikni is, antara lai in:
56

 

a. Freikueinsi i lalu liintas keireita api i, seihi ingga meinunggu untuk 

beirsiinggungan deingan keireita api i laiinnya 

b. Keirusakan jalur keireita api i di i wi ilayah teirteintu 
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c. Tabrakan deingan keindaraan umum di i reil dan jalan tanpa peimbatas. 

Keindala lai in adalah keipadatan peinumpang yang meileibi ihi i batas 

maksiimal muatan peinumpang masi ing-masi ing geirbong. Beiban yang me ileibi ihi i 

batas maksi imum se ibeinarnya me irupakan keileibi ihan darii daya dukung yang 

di iteintukan ole ih teis keireita api i. Akiibat peilanggaran oleih peirusahaan angkutan 

seindi iri i, keinyamanan pe inumpang ti idak lagi i di ipeirhati ikan, keimungki inan 

keiceilakaan le ibi ih beisar, yang me ilanggar pri insi ip. hukum lalu liintas yang 

di isyaratkan oleih UU Peirkeireitaapi ian. 

Tak kalah pe inti ingnya adalah lalu li intas keireita api i yang beirbahaya, 

kareina keireita api i yang meili intas keirap meingalami i gangguan yang di i beibeirapa 

teimpat sangat me imbahayakan peinumpang. Keirusuhan yang di iseibabkan ole ih 

keireita api i seiri ingkali i beirupa peinjarahan atau peincuri ian, bai ik keireita beirheintii 

maupun beirgeirak, si iang atau malam.
57

 

3. Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi oleh Penumpang Kepada Pengangkut 

Peingeimudi i beirtanggung jawab pe inuh atas keiseilamatan peinumpang. 

Kareina peinumpang be irada di i dalam keireita, mulai i darii stasi iun keibeirangkatan 

hi ingga stasi iun tujuan. 

a. Peirjanji ian keirjasama antara PT ti idak meincakup peimeinuhan klai im atas 

keirugi ian peinumpang yang me injadi i korban peiri isti iwa yang bukan 

di iseibabkan ole ih teirganggunya prasarana pe irkeireitaapi ian. Keireita Api i 

Iindoneisi ia (Peirseiro) deingan PT. Jasa Raharja untuk me imasti ikan 
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peinumpang ti idak meineiri ima ganti i rugi i apapun keipada pi ihak keiti iga yai itu. 

H.PT, dapat me ini ilaii. Jasa Raharja, dalam hal i ini i PT. Seibagai i peirusahaan 

transportasi i, Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) meimi iliiki i keibi ijakan te irseindi iri i 

untuk me injami in keiseilamatan peinumpang. Meingatur ganti i rugi i bagi i 

korban keijatuhan batu di i atas keireita api i, peinggeili inci iran aki ibat sabotase i 

dan beintrokan di i peirliintasan peirbatasan i illeigal. Peirawatan Korban Luka 

Riingan, Peirawatan Korban Luka Be irat di i Rumah Sakiit, Santunan 

Meini inggal Beirat di i PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro). 

PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) meingganti i biiaya peingobatan 

beirdasarkan bukti i peimbayaran re ismi i darii puskeismas atau rumah saki it, 

seirta keijadi ian alam seipeirtii keijadiian banji ir di i Stasi iun Keireita Api i Porong, 

PT. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) beirtanggung jawab atas pe ingeimbali ian 

ti ikeit peinumpang atau ti ikeit yang di ipeisan yang me ilanggar aturan yang 

di ikeiluarkan oleih PT seigeira seiteilah peimbeirangkatan. Keireita Api i Iindoneisi ia 

(Peirseiro). Kareina untuk me inghi indarii reisi iko yang ti idak di ii ingi inkan dan 

untuk meinjami in keiseilamatan peinumpang. 

Surat Eidaran No. 5/LL702/KA-2013 Teintang Peitunjuk Peilaksanaan 

Peimbatalan/Peirubahan Peingeimbali ian Pajak Jadwal Ti ikeit Keireita Apii PT. 

Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) huruf e i yai itu. H. “Bi iaya dapat di itagi ih 

seicara tunai i dalam waktu 30-45 hari i seiteilah peingajuan peirmohonan 

peimbatalan” apabi ila peinumpang teitap i ingi in meilanjutkan peirjalanan, PT. 

Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) meinye idi iakan transportasi i laiin seipeirtii bus 

darii Teirmi inal Porong kei Teirmiinal Bangi il. Peinumpang keimudi ian dapat 
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meinggunakan koneiksi i keireita keimbali i kei stasi iun tujuan meireika. 

b. Meineigakkan tuntutan ganti i rugi i dari i peinumpang yang me injadii korban atas 

keijadiian te irseibut. Jiika teirjadi i keiceilakaan pada peinumpang aki ibat 

keisalahan lalu li intas keireita api i seilama peingopeirasi ian lalu li intas keireita api i, 

yang meingaki ibatkan ceideira, cacat te itap atau keimati ian, peinumpang dapat 

meingajukan poli is asuransi i. Kareina saat me imbeili i ti ikeit, peinumpang harus 

meimbayar asuransi i. Dan PT be irtanggung jawab atas ke iseilamatan ji iwanya 

dan reisi iko keiceilakaan yang mungki in teirjadi i seilama peirjalanan. layanan 

peirbatasan Kate igori i untuk meilakukan peimbayaran dari i Dana Kompeinsasi i 

di iatur dalam Bagi ian 6 Kontrak Asuransi i, yai itu: 

1) Dalam hal te irjadi i tuntutan, ajukan tuntutan ke ipada pi ihak keidua 

meilalui i pi ihak peirtama dan/atau langsung ole ih pi ihak yang 

di irugi ikan/ahli i wariis deingan meileingkapi i i informasi i seibagai i beiri ikut : 

a) Surat Keiteirangan dokteir dan orang yang be irweinang te intang PT. 

Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) 

b) Kwi itansii asli i untuk bi iaya peingobatan dan peirawatan  

c) Surat Keiteirangan Keimati ian dari i Rumah Saki it/Puske ismas (biila 

meini inggal duni ia) 

d) Formuli ir Peirtanyaan Kompe insasii yang di iki iri imkan ole ih pi ihak 

keidua akan di ileingkapi i dan diitandatangani i oleih pi ihak peirtama 

beirsama deingan peijabat yang di ibeiri i kuasa oleih pi ihak keidua. 

2) Piihak peirtama beirsama-sama deingan pi ihak keidua waji ib me imbayar 

dana ganti i keirugi ian teirseibut dalam Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 ke ipada 

korban atau ahli i wariisnya seilambat-lambatnya 7 (tujuh) hari i seiteilah 
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di iteiri ima oleih pi ihak keidua atas keirugi ian teirseibut. riinci ian le ingkap yang 

di iseibutkan dalam ayat (1). 

3) Apabi ila korban di irawat di i rumah sakiit/puskeismas, me indapat 

peingobatan/rawat jalan atau cacat, pi ihak laiin waji ib meimbayar se imua 

bi iaya/ganti i rugi i keipada rumah saki it/puskeismas dan/atau korban. 

seiteilah me inyeirahkan bukti i surat keiteirangan bi iaya peingobatan 

dan/atau laporan me idi is yang sah me ingeinai i ti ingkat (peirseintasei) cacat 

teitap korban yang be irsangkutan se isuai i deingan ayat 1 dan akan 

meindapat reikomeindasi i darii pi ihak peirtama. 

Tuntutan ganti i rugi i yang di ilakukan oleih korban atau ahli i wariisnya 

atau pi ihak peirtama atas nama korban atau ahli i wariis korban harus 

di idaftarkan keipada pi ihak keidua dalam waktu 6 (einam) bulan se iteilah 

keiceilakaan. Ji ika batas waktu te irseibut teirlampaui i, maka batas waktu 

teirseibut di ianggap kadaluarsa dan pi ihak laiin tiidak me imeinuhi i 

peirmi intaan teirseibut.
58

 

4. Peranan Asuransi Terhadap Resiko dalam Perjanjian Pengangkutan 

Riisi iko yang te irkai it deingan kontrak transportasi i dapat muncul kapan 

saja. Seilalu ada peirtanyaan teintang si iapa yang beirtanggung jawab atas ri isi iko 

yang ti imbul, te irutama ji ika riisi iko teirseibut di iseibabkan oleih takdiir Tuhan atau 

forcei majeiurei. 

Subje ik asuransi i peingangkutan darat adalah ke indaraan yang 
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meingangkut barang dan orang yang di iangkutnya, yai itu:
59

 

1. Meimasti ikan keiseilamatan peinumpang. 

2. Garansi i atas barang yang di iangkut. 

3. Garansi i Keindaraan Angkutan. 

Ad. 1. Jami inan atas keiseilamatan peinumpang.  

Keiamanan peinumpang di ijami in oleih asuransi i peingangkut keipada 

peirusahaan asuransi i non-ji iwa deingan me imbayar preimi i asuransi i. Asuransi i 

keimudi ian akan di itagi ih darii peinumpang (seilaiin harga ti ikeit peinumpang). Dii 

Iindoneisi ia, keiseilamatan peinumpang di ijami in oleih peirusahaan asuransi i PT. 

layanan peirbatasan Pe inanggung di i satu siisi i meineitapkan preimi i untuk seiti iap 

peinumpang saat be ipeirgi ian darii satu kota kei kota laiin. Peingangkut keimudi ian 

meimpostiing (meinambahkan) asuransi i kei ti ikeit peinumpang dan ke imudi ian 

meimbayarnya ke ipada peirusahaan asuransi i. Jiika Anda meingalami i keiceilakaan 

seilama peingangkutan, pi ihak asuransi i akan meimbayar santunan se ibagai i 

beiri ikut: 

1. Bi iaya peirawatan dan peingobatan sampai i seimbuh bagi i peinumpang 

yang luka (ti idak sampai i cacat teitap). 

2. Bi iaya peingobatan dan peirawatan sampai i seimbuh dan santunan 

bagi i peinumpang yang cacat te itap. 

3. Santunan beirupa uang tunai i akan di ibayarkan keipada ahli i wariis 

peinumpang yang meini inggal duni ia (iistri i/anak/orang tua). 

Jamiinan Peirtanggungan Korban Pe inumpang Keireita Api i/Wariisan 

Korban di ituangkan dalam Pe irjanji ian Kontrak Asuransi i seisuai i Keiputusan 

                                                           
59

 Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, Djambatan, Jakarta 

1997, hlm. 57. 



76 

 

Meinteiri i Keiuangan Re ipubli ik Iindoneisi ia: KEiP.15/PMK.010/2017 tanggal 13 

Feibruarii 2017 dan jami inan tambahan yang me injadii tanggung jawab pi ihak 

laiin dalam keilas turiis dan non turi is adalah:
60

 

a. Meini inggal duni ia Rp. 50.000.000,00 

b. Cacat teitap maksiimum Rp. 50.000.000,00 

c. Bi iaya peirawatan (maksi imum) Rp. 20.000.000,00 

d. Bi iaya peinguburan (Tiidak meimpunyaii ahlii wariis) Rp. 4.000.000,00 

e. Bi iaya peingganti ian P3K (maksi imum) Rp. 1.000.000,00 

f. Bi iaya transportasi i korban darii TKP kei Rumah 

saki it/Puskeismas teirdeikat (bagi i Korban luka-luka/meini inggal) 

Rp. 500.000,00 

Untuk meinjami in keiseilamatan peinumpang, pi ihak asuransi i beirgabung deingan: 

1. Peingangkut meimungut preimi i asuransi i darii peinumpang. 

2. Peinumpang meimbayar santunan ji ika teirjadi i beincana. 

Oleih kareina i itu, peinumpang ti idak meimi ili iki i kontak deingan pi ihak asuransi i 

keicuali i teirjadi i keiceilakaan. 

Ad. 2. Jamiinan atas barang yang di iangkut. 

Jamiinan atas barang yang di iangkut deingan keindaraan di itanggung ole ih 

peimi ili ik barang de ingan meimbayar preimi i asuransi i keipada peinanggung. Ole ih 

kareina i itu, peimi ili ik barang me inyi impulkan asuransi i peingangkutan barang 

langsung deingan peinanggung, yai itu dalam hal te irjadi i musi ibah, peimi ili ik 

barang langsung me inuntut ganti i rugi i keipada peinanggung. 

Ad. 3. Jamiinan atas keindaraan peingangkut. 

                                                           
60

 Kontrak Perjanjian Asuransi, Pasal 1320 KUHPerdata. 



77 

 

Jamiinan atas keindaraan angkutnya di itanggung ole ih asuransi i 

peingangkut atau pe imi ili ik keindaraan darat ke ipada peinanggung de ingan 

meimbayar pre imi i asuransi i. Peirliindungan asuransi i dapat di iambi il untuk 

peirjalanan deingan asuransi i peirjalanan atau untuk jangka waktu te irteintu 

deingan asuransi i ji iwa beirjangka. Saat me ingontrak asuransi i peirjalanan, 

jami inan peinanggung hanya be irlaku untuk satu peirjalanan dari i ti itiik 

keibeirangkatan ke i lokasii. Bi iasanya ti imeir di igunakan, yai itu. garansi i beirlaku 

untuk jangka waktu te irteintu (1 tahun, ½ tahun, 3 bulan, 1 bulan). 

B. Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Atas 

Biaya Asuransi Kerugian Jika Terjadi Suatu Kecelakaan pada 

Penumpang 

Tanggung jawab atas bi iaya aki ibat keiceilakaan keireita api i ada pada 

peinanggung, namun ji ika ganti i rugi i meileibi ihi i santunan yang di ibayarkan, maka 

PT. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) akan me inanggung bi iaya aki ibat 

keikurangan yang me ileibi ihi i santunan asuransi i. Peingeirtiian asuransi i meinurut 

Pasal 1 ayat 1 UU No 40 Tahun 2014.  

Asuransi i adalah peirjanji ian antara dua pi ihak, yai itu peirusahaan asuransi i 

dan teirtanggung, yang me imbeiri ikan dasar bagi i peirusahaan asuransi i untuk 

meineiri ima preimi i asuransi i teirhadap: 

a. Meingganti i keirugi ian Teirtanggung atau Pe inanggung atas ke irugi ian, 

keirusakan, bi iaya, keihi ilangan keiuntungan atau tanggung jawab hukum 

keipada pi ihak keiti iga mana pun yang mungki in di ideiri ita oleih 

Teirtanggung atau Te irtanggung se ibagai i aki ibat darii Peiri isti iwa Ti idak 

Pastii; atau 
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b. Peimbeiri ian peimbayaran kareina me ini inggalnya te irtanggung atau 

peimbayaran kareina teirtanggung hi idup deingan manfaat yang be isarnya 

di iteintukan dan/atau beirdasarkan hasi il peingeilolaan dana. 

Peinyeileinggara peirkeireitaapi ian waji ib meimeinuhi i keiwaji ibannya ke ipada 

peingguna jasa se ibagai imana di iatur dalam Pasal 157 dan 158. Ni ilaii 

peirtanggungan se ikurang-kurangnya harus se isuaii deingan ni ilaii ganti i rugi i yang 

harus di ibayarkan ke ipada peingguna jasa yang me ingalami i keirugi ian aki ibat 

peingopeirasi ian keireita api i (UUKA Pasal 167). Sanksi i admi ini istrati if beirupa 

peimbeikuan i izi in peinyeileinggaraan atau pe incabutan i iziin peinye ileinggaraan dapat 

di ikeinakan keipada badan usaha pe irkeireitaapi ian yang ti idak me imeinuhii 

keiwaji ibannya se isuaii deingan Pasal 167 (1) (Pasal 168 UUKA). Ope irator 

peirusahaan ke ireita api i harus meimasti ikan staf peirusahaan keireita api i. Opeirator 

keireita api i harus me ingasuransi ikan si isteim keireita api i. Peirusahaan keireita apii 

waji ib meingasuransi ikan pi ihak keiti iga atas keirusakan yang di iseibabkan ole ih 

peingopeirasi ian lalu li intas keireita api i (UUKA Pasal 169). Pe inyeileinggaraan 

asuransi i waji ib peinumpang di idasarkan pada Undang-Undang Dana Asuransi i 

Keiceilakaan No. 33 Tahun 1964 dan pe ilaksanaannya beirdasarkan Keiputusan 

Peimeiri intah No. 17 Tahun 1965. PT Jasa Raharja (Pe irseiro) seilaku peilaksana 

Dana Asuransi i Keiceilakaan Waji ib meimi ikul tanggung jawab te irhadap 

peinumpang. Keihi ilangan yang di iseingaja adalah ke imati ian, ceideira dan/atau 

cacat teitap. 

Peilaksanaan peirtanggungan waji ib peinumpang di i dasarkan pada 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 te intang dana peirtanggungan 
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keiceilakaan pe inumpang dan peilaksanaannya be irdasarkan Jo Pe iraturan 

Peimeiri intah Nomor 17 Tahun 1965. PT Jasa Raharja (Pe irseiro) seibagai i 

peilaksana dari i dana peirtanggungan waji ib keiceilakaan peinumpang, me imi ikul 

tanggung jawab te irhadap peinumpang umum, dalam hal te irjadi inya unceirtai in 

eiveint (peiri isti iwa ti idak pasti i) teirhadap peinumpang yang me injadi i korban 

keiceilakaan yang me ini imbulkan keirugi ian non mateiri il. Keirugi ian yang di i 

maksud yakni i keimati ian, luka-luka dan/atau cacat te itap.
61

 

Pasal 2 Undang-undang Asuransi i Keiceilakaan Di iri i Waji ib No. 23 

Tahun 1964 meinyatakan bahwa hubungan hukum asuransi i keiceilakaan di irii 

waji ib adalah antara dana pe imbayaran dan otori itas dana. Yai itu, beirdasarkan 

keiteintuan Pasal 1 huruf e i Keiputusan Peimeiri intah Nomor 17 Tahun 1965, 

peirtanggungan adalah suatu hubungan hukum antara pe inanggung de ingan 

teirtanggung, antara pe irusahaan neigara te irseibut dalam Pasal 8 Ke iputusan 

Peimeiri intah te irseibut. dan peinumpang di i angkutan umum adalah le igal. Dalam 

keiteintuan di i atas dapat di ipahami i bahwa darii seigi i asuransi i, peinanggung jawab 

dana adalah pe injami in, seidangkan yang me imbayar peimbayaran adalah 

peinanggung. Se ibagai i peinjami in, peimi iliik dana meinanggung ri isi iko keirusakan 

yang mungki in di ideiri ita peimbayar seibagai i teirtanggung. Darii urai ian keiteintuan 

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 di i atas, di isiimpulkan 

bahwa ada hubungan hukum yang me ini imbulkan peirtanggungan, yai itu: 

1.) Hubungan antara pe imi ili ik propeirtii deingan i inveistasi i dana, di imana 

peimi ili ik propeirtii yai itu PT. Jasa Raharja se idangkan i iuran di ibayar oleih 
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masiing-masiing peinumpang yang sah me ilalui i peingusaha masi ing-

masiing. 

2.) Peimbayaran waji ib yang di ipungut dari i peimbeiri i keirja me imbeiri i 

kompeinsasii keipada peinumpang atas keirugi ian aki ibat keiceilakaan 

peinumpang yang me ingaki ibatkan keimati ian dan/atau cacat pe irmanein. 

C. Besarnya Biaya Jaminan Pertanggungan yang Diberikan oleh 

Penanggung 

Hubungan hukum iini i meini imbulkan hak dan ke iwaji iban bagi i para 

pi ihak. Diimana PT. Jasa Raharja seibagai i peinjami in beirhak meineiri ima i iuran 

waji ib yang di ipungut dari i peinumpang meilalui i kontraktor masi ing-masi ing, dan 

PT Jasa Raharja be irkeiwaji iban meimbayar ganti i rugi i keipada seiti iap peinumpang 

yang teirliibat keiceilakaan lalu li intas yang fatal, cacat pe irmanein dan/atau 

ceideira. Seibagai i teirtanggung, peinumpang beirhak meindapatkan santunan dari i 

PT. Jasa Raharja aki ibat keiceilakaan te irseibut meinye ibabkan keirusakan dan 

teirpaksa meimbayar bi iaya waji ib yang di ibeibankan kontraktor atas peimbeili ian 

ti ikeit peinumpang.
62

 

Jamiinan Korban Pe inumpang KA/ Ahli i Wariis Korban di ibeiri ikan 

beirdasarkan Ke iputusan KEiP.15/PMK.010/2017 Me inteiri i Keiuangan Re ipubli ik 

Iindoneisi ia tanggal 13 Fe ibruarii 2017 di i bawah tanggung jawab pi ihak laiin 

(PT.). Jasa Raharja), yang be irlaku untuk se imua peinumpang keireita api i, 

deingan i informasi i seibagai i beiri ikut: 
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NO JENIS KOMPENSASI 
NILAI 

PERTANGGUNGAN 

1. 
Meini inggal Duni ia Rp 50.000.000,- 

2. 
Cacat Teitap (Maksi imum) Rp 50.000.000,- 

3. 
Peingobatan (Maksi imum) Rp 20.000.000,- 

4. 
Peingganti ian Bi iaya Peinguburan (Ti idak 

Meimi iliiki i Ahli i Wariis) 

Rp 4.000.000,- 

5. 
Manfaat Tambahan Pe ingganti ian Bi iaya 

P3K (Maksi imum) 

Rp 1.000.000,- 

6. 
Manfaat Tambahan Pe ingganti ian Bi iaya 

Ambulancei/Transport (Maksi imum) 

Rp 500.000,- 

Catatan: Bi iaya pe inguburan hanya di i beiri ikan keipada pi ihak yang 

meinye ileinggarakan pe inguburan bagi i korban yang ti idak meimi iliiki i ahli i wariis. 

Gambar Tabel. Jaminan Pertanggungan PT. Jasa Raharja 

(Perjanjian Kerja Sama PT. Kereta Api Indonesia dengan PT. Jasa 

Raharja)
63

 

Peirmohonan asuransi i PT. Jasa Raharja (Pe irseiro) untuk pe inumpang 

keireita api i beirlaku seijak peinumpang nai ik keireita api i di i stasi iun keibeirangkatan 

sampaii deingan turunnya ke ireita api i di i tujuan atau stasi iun tujuan yang te irteira 

pada ti ikeit yang be irlaku untuk peirjalanan teirseibut dan beirlaku deingan tari if 

PT. meinjamiin Pasal 3 Peirjanji ian PT beirlaku untuk Jasa Raharja (Pe irseiro). 

Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) deingan PT. Jasa Raharja (Pe irsiia). Asuransi i 

darii PT. Jasa Raharja (Pe irseiro) darii keidatangan peinumpang di i stasi iun hi ingga 

ti iba dii areia stasi iun tujuan, peilaporan oleih PT. Jasa Raharja di iatur dalam Pasal 

10 peirjanji ian antara PT. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) deingan PT. Asuransi i 

Jasa Raharja Pute ira. Keimudi ian PT dalam Pasal 10(2). Jasa Raharja Pute ira 

meileipaskan di iri i darii tanggung jawab atas cakupan ri isi iko seibagai i beiri ikut: 

Keirugi ian yang di iseibabkan oleih peirang, i invasi i, musuh non-kombatan 
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(diinyatakan atau ti idak), peirang saudara, pe imbeirontakan, reivolusi i, kudeita, 

peirampasan, peinyi itaan, dan peinghancuran barang atas pe iri intah pi ihak 

beirweinang di i luar peirkeireitaapi ian; Iioni isasi i, radi iasi i atau kontami inasi i 

radi ioakti if dan e ifeik geitaran eileiktromagneiti ik yang di iseibabkan seicara langsung 

atau ti idak langsung. 

Jiika hal iini i diilakukan seisuaii deingan pasal 10 ayat 2 peirjanji ian antara 

PT. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) deingan PT. Jasa Raharja Sube iktii 

meingartiikan deibi itur deingan peingeirtiian bahwa peimeinuhan janji i i itu bukan 

kareina hal-hal yang sama se ikali i tiidak teirduga dan ti idak dapat beirbuat apa-apa 

seihubungan deingan keiadaan atau keijadi ian yang tiidak di iharapkan. Deingan 

kata laiin, keigagalan untuk me ilakukan kontrak atau pe inundaan 

peilaksanaannya bukan kareina keilalaiian.
64

 Di ia tiidak dapat diituduh me ilakukan 

keisalahan atau keilalai ian, dan orang yang ti idak beirsalah ti idak bole ih meinjadi i 

sasaran ancaman ke ilalai ian. Agar keiadaan yang di iaki ibatkannya di iseibut “force i 

majeiurei” (oveirmacht), maka keiadaan yang di iaki ibatkannya ti idak hanya harus 

“di i luar keindali i” dan “di ipaksakan” oleih deibi itur, teitapii juga beirupa keiadaan 

yang ti idak dapat di ikeitahuii. seikurang-kurangnya deibi itur tiidak me inanggung 

ri isi iko pada saat akad di ibuat.
65

 Srii Soeideiwi i Masjchoein Sofwan, H.F.A. 

Vollmar me indeifi ini isi ikan keikuasaan supeiri ior seibagai i suatu keiadaan di imana 

deibi itur sama se ikali i ti idak mungki in meimbayar utangnya (supe iri iori itas absolut) 

atau peimbayaran utangnya masi ih mungki in teitapii meimbutuhkan peingorbanan 

yang ti idak seii imbang atau keikuatan meintal yang meileibi ihi i keimampuan 
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 Subekti, Thn.2001, hlm.150. 



83 

 

manusiia, me ilampaui i atau meinyeibabkan sangat Beisar. keirugi ian (keiunggulan 

reilati if).
66

 Purwahi id Patri ick meingarti ikan keiadaan supeiri iori itas atau paksaan 

yang ti idak di ilakukan oleih kreidi itur kareina ti idak ada keisalahan. Dalam hal i ini i, 

di ia meineimukan di iri inya dalam si ituasi i paksaan yang ti idak dapat di ia 

peirtanggungjawabkan.
67

 

Tata cara pe imbayaran Dana Kompe insasii di iatur dalam Pasal 7 

Peirjanji ian antara PT. Ke ireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) deingan PT. Jasa Raharja 

adalah seibagai i beiri ikut: 

1.) Dalam hal te irjadi i keiceilakaan, me imi inta ganti i rugi i keipada pi ihak lai in 

meilalui i pi ihak peirtama dan/atau langsung ke ipada korban/ahli i wariisnya 

deingan meingi isi i i informasi i seibagai i beiri ikut: 

a. Laporan langsung te intang keiceilakaan keireita api i 

b. Rumah Saki it/Puskeismas atau surat ke iteirangan seihat dari i dokteir 

yang me irawat 

c. Kui itansii asli i biiaya peingobatan dan peirawatan dari i 

RS/Puskeismasei/dokteir yang meirawat 

d. Surat Keimati ian Rumah Saki it/Puskeismas/Keilurahan (bi ila korban 

meini inggal duni ia) 

e. Surat Keiteirangan Wari is dari i Keiluha atau Keipala Deisa seiteimpat 

seisuaii KTP ahli i wariis. 

Formuli ir Peirmohonan Ganti i Rugi i yang di iki iri imkan oleih Pi ihak Keidua 

(PT. Jasa Raharja) akan di ileingkapi i dan di itandatangani i oleih Peijabat Pi ihak 

Peirtama (PT. Keireita Apii Iindoneisi ia) beirsama deingan Peijabat Yang 

Beirweinang Pi ihak Keidua (PT. Jasa Raharja).  
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Tata cara pe ingganti ian bi iaya hi idup di iatur dalam peirjanji ian antara PT. 

Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) deingan PT. Asuransi i Jasa Raharja Puteira 

dalam Pasal 11 ayat 1 yai itu. 

(1) Piihak keidua akan meimbayar peingganti ian bi iaya peirtolongan peirtama 

pali ing lama 14 (eimpat beilas) hari i kaleindeir seiteilah meineiri ima surat 

dari i pi ihak peirtama teintang peimungutan bi iaya, yang di iseirtai i deingan 

dokumein seibagai i beiri ikut: 

a. Sali inan/fotokopi i surat laporan keiceilakaan dari i pi ihak peirtama 

(PT. Keireita Apii Iindoneisi ia) atau peijabat yang be irweinang pada 

saat keiceilakaan 

b. Sali inan/fotokopi i surat keiteirangan keiceilakaan yang di ikeiluarkan 

oleih i instansi i/poliisi i yang beirweinang di i teimpat te irjadi inya 

keiceilakaan 

c. Sali inan/fotokopi i surat keiteirangan saki it dan kui itansi i peimbayaran 

darii rumah saki it. 

Asuransi i keiceilakaan peinumpang keireita api i di iatur dalam keiputusan 

peingurus ÖPNV. Ke ireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) teintang Asuransi i Waji ib 

Keiceilakaan Pe inumpang Keireita Apii pada Pasal 3 se ibagai i beiri ikut: Seisuaii 

peirmiintaan te irtuli is peinumpang keiceilakaan keireita api i, yang di ilaporkan ole ih 

Di ireiktur Keiseihatan (Wapreis) keipada Di ireiktur SDM, Umum dan Te iknologi i 

Iinformasi i, yang se ilanjutnya di irujuk keipada Di ireiktur Jeindeiral Asuransi i 

Keiceilakaan Di iri i Peinumpang Keireita Api i. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Beirdasarkan urai ian pada bab-bab seibeilumnya, dapat di itari ik 

keisi impulan seibagai i beiri ikut:: 

1. Tanggung jawab pe irdata PT. Keireita Api i Iindoneisi ia 

(Peirseiro) Daop VIiIiIi Surabaya untuk ke iseilamatan peinumpang 

di ilaksanakan beirdasarkan kontrak pe ingangkutan. pt. Keireita Api i Iindoneisi ia 

(Peirseiro) beirtanggung jawab atas se igala keirugi ian yang di ideiri ita oleih 

peinumpang, deingan syarat keirugi ian teirseibut seicara langsung atau ti idak 

langsung di iseibabkan oleih peingopeirasi ian keireita api i teirseibut. Dalam hal 

teirjadi i keiceilakaan aki ibat peingopeirasi ian prasarana peirkeireitaapi ian yang 

ti idak teipat yang me ingaki ibatkan peinumpang ceideira, cacat atau me ini inggal 

duni ia, PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) meingamankannya dari i PT. Jasa 

Raharja (Pe irsiia). Dalam hal iini i, peinumpang akan me indapatkan 

kompeinsasi i darii PT. Jasa Raharja adalah ni ilaii keirusakan yang di ibatasii 

seibeisar ni ilaii peirtanggungan maksi imum yang di itanggung oleih PT. Keireita 

Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) dan atas ke iceilakaan dan keirugi ian yang di ideiri ita 

peinumpang, ti idak teirmasuk keisalahan opeirasi ional PT. Keireita Api i 

Iindoneisi ia (Peirseiro) juga beirtanggung jawab se isuai i keibi ijakan peirusahaan 

angkutan atau PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro). 
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2. Ganti i rugi i peinumpang aki ibat reisi iko yang ti imbul aki ibat 

peingangkutan dapat di ibagi i meinjadii dua (2) yai itu:  

a.) Meimbeiri ikan ganti i rugi i apabi ila peinumpang me ingalami i 

keirugi ian seibagai i aki ibat dari i ti idak di iharapkannya ki ineirja 

peilayanan atau i infrastruktur peirkeireitaapi ian, yang be irarti i 

peinumpang ti idak meincapai i tujuan seipeirtii yang di ijanji ikan. 

Dalam hal i ini i, kompeinsasi i langsung akan di ilakukan ole ih PT. 

Untuk peinumpang Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro). 

b.) Peimbayaran ganti i rugi i ji ika peinumpang teirluka, cacat pe irmanein 

atau meini inggal duni ia kareina keisalahan admiini istrasi i 

peirkeireitaapi ian. Diireiktur P.T. Jasa Raharja (Pe irseiro) seibagai i 

peirusahaan/peirusahaan asuransi i yang meingadakan peirjanji ian 

deingan PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro). Saat me ilakukan 

klaiim asuransi i, peinumpang harus me imeinuhi i peirsyaratan yang 

di iteintukan. Dalam hal i ini i, syarat waji ibnya adalah pe inumpang 

harus meimi ili iki i ti ikeit peinumpang. Yai itu, P.T. Keireita Api i 

Iindoneisi ia (Peirseiro) dapat me ilakukan klaiim asuransi i teirhadap 

pi ihak laiin yai itu PT. Jasa Raharja (Pe irsiia). Tanpa bukti i tiikeit 

peinumpang, PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) ti idak 

meinyi iapkan dokumeintasi i yang di ipeirlukan untuk me ingajukan 

klaiim asuransi i. 

3. Tanggung jawab UUKA ti idak dapat di ikatakan je ilas 

seihi ingga di ipi indahkan kei Pasal 1365 KUH Pe irdata. Arti inya, pe inumpang 
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atau korban harus me imbeiri ikan bukti i PT. Keireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) 

harus meindapat santunan ji ika teirjadi i keiceilakaan. Padahal, PT ada di i sana 

saat teirjadi i keiceilakaan keireita api i. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) 

beirtanggung jawab pe inuh atas keiceilakaan teirseibut deingan asuransi i PT. 

Jasa Raharja (Peirseiro) dan apabi ila asuransi i masiih beilum me incukupi i 

meingeinai i bi iaya maka bi iaya meinjadi i tanggung jawab PT. Dana Asuransi i 

Keiceilakaan Pe imeiri intah waji ib untuk peinumpang keireita api i di ipeirkeinalkan 

meilalui i keiputusan Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro). Dalam hal i ini i, beisarnya 

tanggung jawab UUKA te irhadap pi ihak asuransi i beirbeida-beida, yang dapat 

meini imbulkan peirbeidaan peinafsiiran ole ih keidua beilah pi ihak dalam kontrak. 

Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) dan peinumpang atau korban ke iceilakaan 

meilakukan klai im. 

B. Saran. 

1. Peinumpang keireita api i harus me inyi impan ti ikeitnya sampai i tujuan. 

Seibab, hal i itu wajiib seibagai i bukti i asuransi i jiika peinumpang 

teirliibat keiceilakaan keireita api i yang meingaki ibatkan ceideira, cacat 

teitap, atau meini inggal duni ia.. 

2. PT. Keireita Api i Iindoneisi ia (Peirseiro) beirtujuan untuk 

meimpeirsiingkat bi irokrasi i dalam meimeinuhi i tanggung jawab atas 

keiseilamatan peinumpang, khususnya dalam pe ineigakan klai im 

atas keirugi ian. 

3. Seibai iknya undang-undang me inyeibutkan keiceilakaan yang bukan 

meinjadii tanggung jawab PT. Ke ireita Apii Iindoneisi ia (Peirseiro) dan 
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pada saat meilakukan kontrak deingan peirusahaan asuransi i 

meinggunakan Scopei gui idei agar PT. Keireita Api i Iindoneisi ia 

(Peirseiro). 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

Pertanyaan : 

1.) Apa upaya PT. KAI untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan pada 

penumpang ? 

2.) Bagaimana cara PT.KAI agar memperhatikan keselamatan pada penumpang ? 

3.) Tindakan apa yang dilakukan PT. KAI jika kedapatan penumpang yang cacat, 

wanita hamil, orang sakit maupun lansia ? 

4.) Apa penyebab/faktor jika terjadinya suatu kecelakaan pada penumpang ? 

5.) Tindakan apa yang dilakukan PT. KAI jika ada oknum melakukan pelemparan 

batu pada gerbong kereta api ? 

6.) Apa penyebab jika terjadi anjloknya kereta dari atas rel ? 

Jawaban : 

1.) Menurut PT. KAI ada beberapa yang harus diperhatikan agar terhindar dari 

kecelakaan, yaitu : 1. Ikuti petunjuk dan peraturan, 2. Hindari berdiri di dekat 

rel, 3. Jangan naik atau turun dari kereta yang masih bergerak, 4. Gunakan 

pintu dan pegangan yang tersedia, 5. Waspada perlintasan kereta api. 

2.) Agar selamat dan aman hingga sampai tujuan, ada beberapa panduan 

keselamatan dari PT.KAI yang harus diterapkan oleh penumpang, contohnya : 

-Perhatikan garis kuning peron saat menunggu kereta, -Passenger crossing 

atau tengok kanan kiri sebelum menyebrang rel, -Waspada celah peron, -

Larangan di brodes, - Hati-hati terjepit pintu. 

3.) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib menyediakan sarana dan fasilitas 

khusus bagi penyandang cacat, ibu hamil, anak balita, orang sakit, dan lanjut 

usia (lansia) tanpa biaya tambahan. Seperti yang tercantum di UU No 23 

Tahun 2007 Bab XI Angkutan Bagian ke Dua Pengangkutan orang dengan 

kereta api. 

4.) Bisa jadi di sebabkan oleh kelalaian manusianya sendiri yang tidak 

memperhatikan rambu-rambu/peringatan atau panduan keselamatan yang 
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sudah di himbau dari PT. KAI atau bisa juga karena oknum yang tidak 

bertanggung jawab seperti pelemparan batu pada gerbong kereta api. 

5.) Langsung menerjunkan Polsuska ke tempat kejadian pelemparan batu tersebut 

dan mencari pelaku pelemparan batu. Jika pelemparan tersebut mengenai 

salah satu penumpang masinis mengambil tindakan menghentikan luar biasa 

keretanya di setasiun terdekat untuk menyerahkan pemberitahuan kejadian 

luar biasa setelah itu pihak setasiun memberikan pertolongan pertama. 

6.) Penyebab terjadinya anjloknya kereta biasanya disebabkan lokomotif yang 

sudah tua, tingkat kerusakan sarana dan prasarana yang sangat tinggi. Selain 

itu ada juga adanya oknum yang tidak bertanggung jawab seperti pencurian 

baut atau besi pengikat yang ada di rel, yang menghubungkan rel dengan 

bantalan rel juga berperan terhadap anjloknya kereta api. 


